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BAB1
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah
pusat. Dinas sebagai bagian dari perangkat daerah mempunyai tugas membantu
Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan bahwa yang menjadi urusan wajib non pelayanan
dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran di daerah adalah
urusan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan urusan
pemerintahan.

Berdasarkan peraturan tersebut maka penyusunan Rencana Kerja (Renja)
merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam proses penyusunan
rencana pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan
melalui pengkajian kondisi empiris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
(Renja) tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian Rencana
Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi
Kalimantan Selatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, hal ini tentang dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan RencanaKerja Pemerintah Daerah.

1.1. Latar Belakang
Dalam menjalankan fungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan pedoman



agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran pada Rencana Kerja.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD).

Rencana Strategis SKPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan
misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Rencana Strategis SKPD
adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan
penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun
kedepan, yangmemuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan,
program/kegiatan, target indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk kemudian
akan dijabarkan lebih lanjut pada rencana kerja SKPD setiap tahunnya.
Rencana kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah,
karena rencana kerja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah
(RPJIMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan kegiatan
tahunan ke dalam langkah yanglebih konkrit dan terukur. Oleh karena itu
rencana kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Kualitas dokumen rencana kerja sangat ditentukan oleh kualitas
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana
kerja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun,
mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, yang
pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi
isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan

kegiatan SKPD.



1.2. Landasan Hukum

1.

10.

11

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang;

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

PenyusunanRencana pembangunan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4737);



12.

13

14.

15.

16.

17.

18

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan = Rencana

Pembangunan Daerah,;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

KeuanganDaerah;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar

Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi



21

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18);

. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016 Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100)

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 tahun 2011 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam



Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

29. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

30. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 90);

31. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2022 Tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2021-2026.

32. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2024 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana kerja adalah sebagai acuan bagi pelaksanaan
program dan kegiatan secara konkrit dan terukur selama kurun waktu satu
tahun, dalam penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 untuk
melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, review
pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan acuan
untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025.

Dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan
berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang
dimiliki organisasi, maka rencana stratejik Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan merupakan program dan
kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan.

a. Maksud
Penyusunan rencana stratejik Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan adalah menetapkan



program dan kegiatan yang menjadi acuan dan pelaksanaan tugas dan

fungsi setiap unit kerja yang diemban oleh seluruh aparatur yang

dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait,
lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha dan masyarakat agar
terwujud keberhasilankolaboratif secara sinergisitas.

. Tujuan

1. Menetapkan visi dan misi sebagai citra masa depan yang hendak
dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan
tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi.

3. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dan
merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi
Kalimantan Selatan.

4. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi
(action plan) dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi
SKPD.

Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah,
yang berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

Visi yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:
“KALIMANTAN SELATAN MAJU (MAKMUR, SEJAHTERA,

DAN BERKELANJUTAN)”

Visi ini dijabarkan lebih lanjut dalam misi sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berbudi
Pekerti Luhur;

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata;

3. Memperkuat Sarana Dan Prasarana Dasar Dan Perekonomian;

4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Fokus Pada Pelayanan Publik;



5. Menjaga Kelestarian Linkungan Hidup Dan Memperkuat Ketahanan
Bencana.

Pembangunan Kalimantan Selatan pada RPJM Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, merupakan dari pelaksanaan RPJP
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang fokus pada
pemantapan fondasi pembangunan daerah, karena tidak hanya untuk
melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka
melaksanakan rencana pembangunan tahapan ketiga dari RPJP Daerah dan
juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan
datang. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi
Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD
memiliki peran pada misi misi keempat yaitu Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik Fokus Pada Pelayanan Publik, dengan prioritas mendukung
peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan
ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal,
pencegahan dini dan kesiapsiagaan penangananbencana dan perlindungan
masyarakat. Peran yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dapat digambarkan

pada tabel berikut:
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Tabel 1: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi

Kalimantan Selatan dalam Pencapaian Misi RPJMD Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2021-2026

Prioritas:
Mendukung
peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan,

pemeliharaan

Visi Misi RPIMD Sasaran Indikator
RPJMD Terkait Satpol PP RPJMD Terkait | RPJIMDTerkait
Terkait dan Damkar Satpol PPdan Satpol PPdan
RPJMD Damkar Damkar

1 2 4 5
Kalimantan Misi ke empat: Mewujudkan 1. Tingkat
Selatan Maju | Meningkatkan etos ketenteraman, kepatuhan
(Makmur, kerja,moralitas, ketertiban terhadap
Sejahtera, Dan | sikap, disiplin dan umumdan produk
Berkelanjutan | kreatifitas serta mengurangi hukum

keperdulian kepada dampak daerah
masyarakat dengan bahaya 2. Tingkat
ketenteraman dan kebakaran kesadaran
ketertiban umum masyarakat
untuk Kalsel Aman terhadap
bahaya
kebakaran dan
Non
Kebakaran
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ketentramandan
ketertiban masyarakat
dan pencegahan
tindak kriminal,
pencegahan dinidan
kesiapsiagaan
penanganan bencana
dan perlindungan

masyarakat

1.4. Sistematika Penyusunan
Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang berupa pengertian ringkas tentang:
Rencana kerja (Renja) SKPD, proses penyusunan rencana kerja SKPD,
keterkaitan antara rencana kerja SKPD dengan dokumen RKPD, rencana
strategis (Renstra) SKPD, dengan rencana kerja K/L dan rencana kerja
Provinsi dan rencana kerja Kabupaten/Kota, tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD, dengan menyebutkan landasan hukum berupa
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan
peraturan lainnya, penetapan SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD.
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja SKPD sebagai
pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan tahunan SKPD. Selain itu
memaparkan sistematika penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan rencana kerja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Lalu
a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun lalu dan perkiraan
capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan rencana kerja SKPD sudah disahkan.
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Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja
SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja
SKPD tahun lalu, dan realisasi rencana strategis SKPD mengacu pada
hasil laporan kinerjatahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD
yang bersangkutan.

. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan
PemerintahNomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan
dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan
Perundang- Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD
yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja
yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa
dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja
pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi serta norma dan
standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kerja Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan SKPD; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; Dampaknya terhadap
pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program
nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet
Goals); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang direncanakan.

. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD ini yaitu hasil proses rancangan

awal yang digunakan untuk membandingkan rancangan awal RKPD
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dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan alasan proses tersebut
dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan
catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD
misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat
di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun
besarannya berbeda.
d. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Hasil kajian terhadap program kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada
Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah
dilakukan).
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi,
yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD.
Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran rencana kerja SKPD yang
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja rencana strategis SKPD.
Penjabaran  dan  rekapitulasi  program  dan  kegiatan = dengan
mempertimbangkan perumusan program.
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
menjelaskan mengenai program dan kegiatan, yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pada Bab ini juga disajikan
tujuan dan sasaran rencana kerja SKPD yang didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan
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sasaran target kinerja rencana strategis SKPD.

Bab V Penutup, uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran
yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah pelaksanaan rencana
tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal
dokumen, nama SKPD dan tanda tangan Kepala SKPD serta cap Pemerintah

Daerah yang bersangkutan.
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang dihitung dengan cara
membandingkan antara realisasi capaian indikator sasaran dengan target yang
ditetapkan dalam penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Hasil
pengukuran dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel TC 29: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis SKPD sampai dengan Tahun 2024
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Tabel T- C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Provinsi Kalimantan Selatan (menggunakan permendagri 13)

Unit Organisasi : SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Target dan Realisasi Kinerja Program dan FEORIEED [REa e e e
g . 1 9 Target Renstra Perangkat
Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-1) Daerah s/d tahun 2024 (berialan
Target Kinerja Realisasi Target Target program acianS e (berjalan)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Capa(n;:nFs’:gagram E:ZZH:mH::: dan kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan Program (Outcomes) / - . (Renja Perangkat e g Tingkat
Program / Kegiatan Kegiatan (Output) Daz(:;ir)]grlgitun Ii‘;(;u:eri;;egﬁtar:‘ Target Renja R?;fjf:s' Tingkat Daerah tahun Re;:'l:;zrgadp::‘lan Cap_aian_
2021 - 2026 2023 (n-2) oandkat Perangkat Realisasi A ) Kegiatan s/d L
SEIELD LT Daerah tahun (%) tahun berjalan LETCE
2024 (n-1) Renstra
2024 (n-1) 2024(tahun n-1) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN
5 WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN
5.1 DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan
1.05.01 URUSAN PEMERINTAHAN terhadap Layanan
DAERAH PROVINSI Kesekretariatan
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1.05.01.1.01.0001

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Dokumen

1.05.01.1.01.0002

1.05.01.1.02.0001

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA- SKPD

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Dokumen

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

1.05.01.1.02.0002

1.05.01.1.05.0002

Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Dokumen

Jumlah Paket Pakaian
Dinas Beserta Atribut
Kelengkapan

1.05.01.1.05.0009

1.05.01.1.06.0002

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Paket Peralatan

1.05.01.1.06.0004

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

dan Perlengkapan Kantor 72 Paket
yang Disediakan

Jumlah Paket Bahan

Logistik Kantor yang 72 Paket

Disediakan




Penyediaan Barang Cetakan dan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan

0, 0,
1.05.01.1.06.0005 Penggandaan Penggandaan yang 72 Paket 36 Paket 12 Paket Paket 0% 12 Paket 36 Paket 50%
Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan o o
1.05.01.1.06.0006 | 5. 2 'ran Perundang-Undangan | Perundang-Undangan 36 Dokumen 18 Dokumen 12 Dokumen Dokumen 0% 12 Dokumen 18 Dokumen 50%
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat o o
1.05.01.1.06.0009 Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Koordinasi dan Konsultasi 72 Laporan 36 Laporan 12 Laporan Laporan 0% 12 Laporan 36 Laporan 50%
SKPD
Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau . . . . o . . o
1.05.01.1.07.0002 Operasional atau Lapangan Lapangan yang 31 Unit 11 Unit 1 Unit Unit 0% 1 Unit 11 Unit 35%
Disediakan
1.05.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel Jumiah Paket Mebelyang | 4 Paket 4 Paket 3 Paket Paket 0% 3 Paket 4 Paket 33%
Jumlah Unit Sarana dan
1.05.01.1.07.0010 ﬁ?;f;iﬁi”eii’fﬁj Iggrr:tor atay | Prasarana Gedung Kantor | ¢ Unit 40 Unit 11 Unit Unit 0% 1 Unit 40 Unit 53%
e ; atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya e
yang Disediakan
Jumlah Laporan
. Penyediaan Jasa
1.05.01.1.08.0003 ﬁ:ﬂgﬁdf:naia;: nli’s:alatan dan Peralatan dan 72 Laporan 36 Laporan 12 Laporan Laporan 0% 12 Laporan 36 Laporan 50%
gkap Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Laporan
1.05.01.1.08.0004 Ez]ggdlfaanq (;Jrasa Pelayanan Penyediaan Jasa 72 Laporan 36 Laporan 12 Laporan Laporan 0% 12 Laporan 36 Laporan 50%

Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan




Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau

Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Kerja Sama Antar Lembaga dan

dan Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kerja Sama

1.05.01.1.09.0001 . Kendaraan Dinas Jabatan 108 Unit 38 Unit 18 Unit 0 Unit 0% 18 Unit 38 Unit 35%

Kendaraan Perorangan Dinas S

) yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan . -
Dibayarkan Pajaknya
. . Jumlah Kendaraan Dinas

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, .

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau
1.05.01.1.09.0002 ’ Lapangan yang Dipelihara 144 Unit 61 Unit 1 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 61 Unit 42%

Ketenteraman, Ketertiban Umum
dan Pelindungan Masyarakat

Pelindungan Masyarakat
yang Tersedia

1.05.02.1.01.06 Kemitraan dalam Teknik Antar Lembaga dan 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen | O Dokumen 0% 1 Dokumen 3 Dokumen 50%
Pencegahan Kejahatan Kemitraan dalam Teknik
Pencegahan Kejahatan
Pengadaan dan Pemeliharaan .lljumlah Sarana dan
Sarana dan Prasarana rasarana Ketenteraman, . . . . . .
1.05.02.1.01.13 Ketertiban Umum dan 65 Unit 41 Unit 16 Unit 0 Unit 0% 16 Unit 41 Unit 63%
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Koordinasi Penyelenggaraan
Ketenteraman, Ketertiban Umum

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Koordinasi
Penyelenggaraan

1 0, 0,
1.05.02.1.01.14 dan Perlindungan Masyarakat Eetenteéam';n, I[(e(]terhban 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 0% 1 Dokumen 2 Dokumen 50%
Tingkat Provinsi mum aan Ferlindungan
Masyarakat Tingkat
Provinsi
Jumlah Laporan
Penyediaan Layanan Dasar Pemberian Pelayanan
dalam rangka Dampak Dasar Kepada Warga o o
1.05.02.1.01.15 Penegakan Peraturan Daerah Yang Terdampak 65 Laporan 26 Laporan 4 Laporan Laporan 0% 4 Laporan 26 Laporan 40%
dan Peraturan Kepala Daerah Penegakan Perda dan
Perkada
Jumlah Laporan yang
Pemberdayaan Perlindungan Memuat Hasil
Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan
1.05.02.1.01.16 - Perlindungan Masyarakat 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan Laporan 0% 1 Laporan 3 Laporan 50%
Ketenteraman dan Ketertiban
dalam rangka
Umum
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Pencegahan Gangguan Jumlah Laporan
) Gangguan Ketenteraman,
Ketenteraman ,Ketertiban Umum :
) Ketertiban Umum dan
dan Perlindungan Masyarakat .
Melalui Deteksi Dini dan Cegah | Ferlindungan Masyarakat
1.05.02.1.01.17 Dini. Pembinaan dan Melalui Deteksi Dini dan 72 Laporan 36 Laporan 12 Laporan Laporan 0% 12 Laporan 36 Laporan 50%
' Cegah Dini, Pembinaan
Penyuluhan, Pelaksanaan ]
. dan Penyuluhan, Patroli,
Patroli, Pengamanan, dan
p Pengamanan dan
engawalan P
engawalan
Peningkatan Kapasita SDM
Satuan Polisi Pamongpraja Jumlah Aparatur Satpol
melalui pelatihan Teknis PP yang mengikuti o o
1.05.02.1.01.18 termasuk dalam pelaksanaan pelatihan teknis Satuan 810 Orang 405 Orang 135 Orang Orang 0% 135 Orang 405 Orang 50%
tugas yang bernuansa Hak Asasi | Polisi Pamong Praja
Manusia
Jumlah Laporan
Penindakan atas Gangguan Gangguan Ketenteraman,
Ketenteraman, Ketertiban Umum | Ketertiban Umum dan
dan Perlindungan Masyarakat Perlindungan Masyarakat
1.05.02.1.01.19 Berdasarkan Perda dan Perkada | Berdasarkan Perda dan 60 Laporan 24 Laporan 12 Laporan Laporan 0% 12 Laporan 24 Laporan 40%

Melalui Penerbitan dan
Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa

Perkada Melalui
Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa
dan Kerusuhan Massa
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Sosialisasi Penegakan Peraturan

yang Dilakukan
Penindakan

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Sosialisasi

Peraturan Daerah

Penyidikan atas
Pelanggaran Perda

1.05.02.1.02.01 Penegakan Peraturan 12 Laporan 6 Laporan Laporan Laporan 0% Laporan 6 Laporan 50%
Daerah dan Peraturan Gubernur
Daerah dan Peraturan
Gubernur
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan atas Kepatuhan }I?aerze;kgﬁgsfl?aﬁe;gzwasan
1.05.02.1.02.02 ;2:2?&2% Eﬂ:r:: szinp eraturan Kepatuhan terhadap 20 Laporan 8 Laporan Laporan Laporan 0% Laporan 8 Laporan 40%
Gubernur Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Gubernur
Jumlah Laporan Hasil
Penanganan atas Pelanggaran :g:l;s;r;ian;g:anganan
1.05.02.1.02.03 Peraturan Daerah dan Peraturan Perat gg hd 24 Laporan 12 Laporan Laporan Laporan 0% Laporan 12 Laporan 50%
Gubernur eraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur
Sesuai SOP
Penyusunan SOP Penegakan ;:Téaglz onkg:g:usrg:
1.05.02.1.02.06 Peraturan Daerah dan Peraturan 9 5 Dokumen 2 Dokumen Dokumen Dokumen 0% Dokumen 2 Dokumen 40%
Gubernur Daerah dan Peraturan
Gubernur
Pemberkasan Administrasi ‘Ii:n;:EZrE:sk:rT:;sil
1.05.02.1.02.09 Penyidikan oleh PPNS Penegak 5 Dokumen 2 Dokumen Dokumen Dokumen 0% Dokumen 2 Dokumen 40%
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1.05.02.1.03.01

Pengembangan Kapasitas dan
Karier PPNS

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Pejabat PPNS
dalam Mendukung
Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat
serta Penegakan Perda

Laporan

2 Laporan 1

Laporan

0 Laporan

0%

Laporan

Laporan

40%

1.05.02.1.03.03

Pembentukan Sekretariat PPNS

Surat Keputusan Kepala
Daerah tentang
Pembentukan Sekretariat
PPNS

Dokumen

0 Dokumen 0

Dokumen

0 Dokumen

Dokumen

Dokumen

0%

1.05.02.1.03.05

Dukungan Operasional
Sekretariat PPNS

Jumlah Laporan Hasil
Kinerja Sekretariat PPNS

Laporan

0 Laporan 0

Laporan

0 Laporan

Laporan

Laporan

0%

Jumlah Dokumen
Penyediaan Informasi Daerah I(r&f:gr:a:tl e?}?:g?:) Rawan
1.05.04.1.01.0022 | Rawan Kebakaran dan Peta Keb akg ran dan Peta 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen | 0 Dokumen 0% 1 Dokumen 3 Dokumen 50%
Rawan Kebakaran Rawan Kebakaran yang
Sah dan Legal
Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan Aparatur Pemadam Pembinaan Aparatur
1.05.04.1.01.0023 | Kebakaran dan Penyelamatan Pemadam Kebakaran dan 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0% 1 Laporan 3 Laporan 50%
Provinsi dan Kabupaten/Kota Penyelamatan Provinsi
dan Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Pr?ssl;gna yan% Terdsedia
untuk Pencegahan dan
Prasarana Pencegahan, . . . ) o . . o
1.05.04.1.01.0027 Penanggulangan Kebakaran dan Penanggulangan 20 Unit 17 Unit 73 Unit 0 Unit 0% 73 Unit 90 Unit 450%
Alat Pelindung Diri Kebakaran, serta Alat
Pelindung diri sesuai
Standar Teknis Terkait
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Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan di atas dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
Berikut Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada Program
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan kegiatan :
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah dengan sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini
sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang
ditentukan.

- Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Dengan Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 40%,
capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub
kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dengan Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian
ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dengan Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%,
capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dengan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini
sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang
ditentukan.

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
belum ada realisasi karena sub kegiatan ini adalah usulan sub

kegiatan baru.
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d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dengan Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%,
capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dengan Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%. Pada
tahun ini untuk sub kegiatan ini tidak dilakukan penganggaran
dikarenakan untuk bahan bakar minyak baik roda dua maupun roda
empat sudah include ke dalam pemeliharaan kendaraan dinas dan
dialokaasikan ke masing-masing bidang sub kegiatan terkait.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dengan Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%,
capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan
ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang
ditentukan.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dengan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini
sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang

ditentukan.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah dengan sub kegiatan :

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dengan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini
sebesar 35%, sub kegiatan ini belum mencapai target rencana kerja
yang ditentukan dikarenakan keterbasan anggaran yang tersedia.
Pengadaan Mebel Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
pada sub kegiatan ini sebesar 33%, capaian ini sesuai dengan target
rencana kerja yang ditentukan.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub
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kegiatan ini sebesar 53%, capaian ini sesuai dengan target rencana
kerja yang ditentukan.
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub
kegiatan :

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dengan Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%,
capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dengan Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian
ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub
kegiatan ini sebesar 35%, capaian ini sesuai dengan target rencana
kerja yang ditentukan.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dengan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini
sebesar 42%, capaian sub kegiatan ini terbilang rendah dikarenakan
adanya perubahan target pada tahun 2021.

2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Berikut Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada Program Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan kegiatan :

a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub
kegiatan :

- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada
sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target

rencana kerja yang ditentukan..
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Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dengan Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 63%,
capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan..
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Dengan Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian
ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan..

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 40%, capaian
sub kegiatan ini masih rendah dikarenakan sub kegiatan ini
merupakan sub kegiatan baru.

Pemberdayaan  Perlindungan =~ Masyarakat dalam  Rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian
ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan..

Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Dengan Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%,
capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan..
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai
dengan target rencana kerja yang ditentukan..

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Dengan Tingkat Capaian

Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 40%, capaian
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sub kegiatan ini masih rendah dikarenakan sub kegiatan ini

merupakan sub kegiatan baru.

. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

dengan sub kegiatan :

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan
ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang
ditentukan..

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 40%%, capaian ini sesuai
dengan target rencana kerja yang ditentukan..

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada
sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target
rencana kerja yang ditentukan..

Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada
sub kegiatan ini sebesar 40%, capaian sub kegiatan ini masih rendah
dikarenakan sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan baru.
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak
Peraturan Daerah Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
pada sub kegiatan ini sebesar 40%, capaian sub kegiatan ini masih

rendah dikarenakan sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan baru.

. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan sub

kegiatan :

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Dengan Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 40%, capaian
sub kegiatan ini masih rendah dikarenakan sub kegiatan ini
merupakan sub kegiatan baru.

Pembentukan Sekretariat PPNS belum ada realisasi karena sub

kegiatan ini adalah usulan sub kegiatan baru.
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- Dukungan Operasional Sekretariat PPNS belum ada realisasi karena

sub kegiatan ini adalah usulan sub kegiatan baru.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Berikut Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada Program
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan kegiatan :
a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dengan sub
kegiatan :

- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan
Kebakaran Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada
sub kegiatan ini sebesar 50%.

- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota Dengan Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%.

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Dengan Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 450%, sub
kegiatan ini melebihi target rencana kerja yang ditentukan

dikarenakan keterbasan anggaran yang tersedia.
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Provinsi KalimantanSelatan tahun 2021 - 2026, maka dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T- C.30

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

. Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun Tahun | Tahun Catatan
No Indikator Standar IKK
2022 (n | 2023 (n 2024 2025 (n | 2022 (n | 2023 (n 2024 2025 (n | Analisis
Nasional
-2) -1 (m) +1) -2) -1 (m) +1)
1) 2 3 C)) 6 (6) ) ®) ® (10) an 12) 13)
1. | Indikator Kinerja Kunci
Jumlah Warga Persentase
Jumlah pelanggaran dan
) Negara yang gangguan
pengaduan trantibum ]
1 memperoleh Trantibum 100% 100% 100% 100% 91,07 96,66% 100% 100%
dalam kab/kota yang )
) ) layanan akibat yang dapat
ditangani ) :
dari diselesaikan
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penegakkan
hukum Perda
dan Perkada di

Provinsi

Jumlah Satlinmas yang

terlatih dan terkukuhkan

Jumlah sarana prasarana

minimal yang dipenuhi

Jumlah Perda dan
Perkada yang ditegakkan

Jumlah Polisi Pamong
Praja yang memiliki

kualitas sebagai PPNS

Jumlah SOP dalam
penegakan Perda dan
Perkada serta
Penanganan gangguan

Trantibum

Indikator Kinerja PD

Meningkatkan kepatuhan
masyarakat dan aparatur

terhadap produk hukum

75

85

90

90

75

85

90

90
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Meningkatkan peran
petugas penegak produk
hukum dalam penyidikan
dan peyelidikan

75

85

90

90

75

85

90

90

Meningkatkan
penyelesaian
permasalahan
ketentraman dan

ketertiban umum

85

90

90

90

85

90

90

90

Meningkatkan
Kepatuhan
Masyarakat/Aparatur dan
Lembaga/Organisasi
Terhadap Peraturan
mengenai Ketertiban

Umum

85

90

90

90

85

90

90

90

Peningkatan pemenuhan
sumber daya aparatur
Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam

Kebakaran

90

100

100

100

90

100

100

100
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Meningkatan kualitas
sumberdaya
aparaturSatuan Polisi
Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran

Prov.Kalsel

90

100

100

100

90

100

100

100

Meningkatkan
responsibilitas terhadap
penanganan ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat, bahaya

kebakaran dan bencana

40

50

50

60

40

50

50

60

Meningkatkan peran

Satlinmas dan Damkar

40

50

50

60

40

50

50

60
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Hasil pencapaian indikator sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dapat dijabarkan sebagai
berikut:

1. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat dan Aparatur Terhadap Produk
Hukum Daerah
Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang
memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan
kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur untuk meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari
13 Kabupaten/Kota dengan penduduk yang heterogen, dan sangat rawan atas
timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban pada masyarakat.
Kegiatandalam mendukung upaya pengamanan dan penertiban tersebut antara
lain patroli gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan operasi penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Dalam rangka meningkatkan
keamanan dan kenyamanan lingkungan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur
Pemerintah  Daerah, melaksanakan tugas untuk memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur serta menindaklanjuti permasalahan yang
terjadi untuk diselesaikan/permasalahan ketentraman dan ketertiban umum
yang berhasil ditindaklanjuti dengan realisasi capaian kinerja 85%

2. Meningkatkan Peran Petugas Penegak Produk Hukum Dalam Penyidikan
dan Penyelidikan
Peran aktif penyidik (PPNS) untuk penyelidikan dalam menegakkan Produk
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, agar Produk Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur dipedomani oleh masyarakat/aparatur, dengan realisasi
capaian kinerja 85%

3. Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk
mencegah tindak kriminal dengan mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan bimbingan dan penyuluhan produk hukum daerah serta

penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
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terhadap masyarakat/aparatur, agar memahami/mematuhi terkait sanksi dan
pidana akibat dari pelanggaran yang dilakukan, dengan realisasi capaian
kinerja 90%

. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat/Aparatur dan
Lembaga/Organisasi Terhadap Peraturan Mengenai Ketertiban Umum
Penyelengaraan penegakan Produk Hukum tentang ketentraman dan ketertiban
umum yang dilaksanakan oleh aparatur penegak agar dalam
mengoordinasikan,membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan
masyarakat/aparatur dan lembaga/organisasi terhadap peraturanserta paham
dalam upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, dengan
realisasi capaian Kkinerja 90%

. Peningkatan Pemenuhan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran

Pengembangan kapasitas personel satuan polisi pamong praja dan pemadam
kebakaran dengan pelatihan dan pelaksanaan pembinaan kedisiplinan, kesiapan,
kesiagaan dan kesigapan bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan
pemadam kebakaran untuk kesamptaan, agarkapasitas personel satuan polisi
pamong praja dan pemadam kebakaranprofesional dibidangnya dan sesuai
standar ketentuan/bersertifikat, dengan realisasi capaian kinerja 100%

. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalsel

Pengembangan kualitas personel satuan polisi pamong praja dan pemadam
kebakaran dengan peningkatan pendidikan SDM bagi aparatur satuan polisi
pamong praja dan pemadam kebakaran, agar klasifikasi personel satuan polisi
pamong praja dan pemadam kebakaran meningkat, dengan realisasi capaian
kinerja 100%

. Meningkatkan Responsibilitas Terhadap Penanganan Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat, Bahaya Kebakaran dan Bencana
Pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanganan bencana denganpengembangan
dan peningkatan kemampuan aparatur satuan perlindungan masyarakat dan

pemadam kebakaran Kabupaten/Kota dalam mengoordinasikan, membina,
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mengatur dan mengendalikan penanganan bencana, pemeliharaan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat serta kesiagaan dan kesigapan dalam
pencegahan dan penanggulangan kebakaran, guna meningkatkanresponsibilitas
aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten/Kota

menjadi sigap dan terampil, dengan realisasi capaian Kinerja 50%

8. Meningkatkan Peran Satlinmas dan Damkar
Satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakarandi Kabupaten/Kota
memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penanganan ketertiban
umum, bahaya kebakaran dan bencana, agar dampak akibat dari permasalahan
tersebut dapat dikurangi karena adanya peran aktif dari satuan perlindungan
masyarakat dan pemadam kebakaran di Kabupaten/Kota, dengan realisasi
capaian kinerja 50%.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan
2.3.1. Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Dengan Hasil Evaluasi

Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya
Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan
yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang
dengan kondisi real saat perencanaan dibuat yang ingin dicapai di masa
datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Dalam perumusan
masalah digunakan tiga konsep tentang masalah pembangunan yaitu
masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah
yang bersifat makro bagi daereh dan dipecahkan melalui rumusan misi,
tujuan dan sasaran. Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah
pokok dipecahkan melalui rumusan strategi. Akar masalah adalah
penyebab dari masalah yang dirinci, dipecahkan melalui arah kebijakan
atau kebijakan umum. Hasil pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan
dimasa lalu sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan
pembangunan di masa lalu sudah menyelesaikan permasalahan
pembangunan. Dari hasil evaluasi dan analisis gambaran umum kondisi

daerah maka masalah pokok, masalah dan akar masalah untuk penentuan
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2.3.2.

2.3.3.

prioritas dan sasaran.
Uraian koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah
provinsi dengan perangkat daerah  kabupaten/kota dan
kementerian/lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian
kinerja pembangunan

Analisis berdasarkan kondisi target menurut Renja Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan,
Realisasi Capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang
baru disahkan, memproyeksikan tahun rencana dan proyeksi tahun
selanjutnya sebagai bahan prakiraan maju. Faktor yang mempengaruhi
yaitu faktor internal yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dan faktor
eksternal yang ada diluar kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan seperti Dinamika
Nasional, Regional/Lokal dan sebagainya. Koordinasi dan sinergi program
antar perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota
dan  kementrian/lembaga di tingkat pusat dilakukan dengan
diselenggarakannya Rakortekbang dengan usulan-usulan dari daerah untuk
pemerintah dengan memperhatikan pengaturan dan penjabaran tugas dan
fungsi masing-masing organisasi belum berdasarkan urusan menjadi
kewenangan, potensi dan karakteristik daerah masing-masing.
Permasalahan yang sering muncul mungkin menjadi perbedaan yaitu
nomenklatur masing-masing organisasi berbeda sampai dengan kepada
unit eselon yang terendah antar daerah sangat variatif, dan hal-hal yang
sangat teknis yang pada umumnya menghambat pelaksanaan tugas dan
kinerja organisasi.
Penjelasan Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Renstra dan Indikator Yang Sudah Ditentukan Dalam
NSPK/SPM/IKK Sesuai Dengan Permendagri 18/2020

SPM Bidang Urusan Tramtibumlinmas yang merupakan

penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian
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Dalam Negeril RI berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar Pada  Standar  Pelayanan Minimal Bidang Urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Trantibumlinmas 1 (satu) pelayanan dasar yaitu :

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang

Tramtibunlinmas diatur dalam :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal

b. Lampiran IV Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban
Umum di Provinsi dan Kabupaen/Kota.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urursan Tranibum meliputi:
a. Standar pelayanan prosedur Satpol PP
b. Standar sarana prasarana Satpol PP
c. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan
anggota Perlindungan Masyarakat; dan
d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan
Trantibum akibat penegakkan hukum terhadap pelanggaran
Perda dan Perkada
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) bidang Tramtibunlinmas dengan target capaian kinerja
pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%. Target Pencapaian SPM
bidang Tramtibunlinmas Provinsi Kalimantan Selatan 2019-2023 terlihat
pada tabel berikut :
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Capaian SPM Bidang Tranibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2023

Batas .
Standar Pelayanan Minimal Waktu s ey
NO Lembaga
Pencapaian
. . Penanggungjawab
Indikator Nilai (%) (Tahun)
Satpol PP &
79,83% 2021 Damkar Prov
Jumlah Warga Negara yang Kalsel.
memperoleh layanan akibat Satpol PP &
1 dari penegakkan hukum 91,07% 2022 Damkar Prov
Perda dan Perkada di Kalsel.
Provinsi Satpol PP &
96,66% 2023 Damkar Prov
Kalsel.

Kenaikan angka capaian realisasi Jumlah Warga Negara yang memperoleh
layanan dari penegakkan hukum Perda dan Perkada di Provinsi jika
dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu (lihat lampiran) dikarenakan
oleh dukungan dan keaktifan jumlah PPNS Penegak PERDA pada
SATPOL PP & DAMKAR Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
(Jumlah PPNS Penegak Perda Tahun 2023 sebanyak 44 orang, dan pada
Tahun 2022 sebanyak 44 orang). Yang seharusnya Kepala Daerah
kab/kota mempersiapkan tenaga PPNS minimal 7 orang untuk mencapai
target yang diarahkan Kemendagri Pusat. Dengan keterbatasan tenaga
PPNS Penegak PERDA, yang memiliki kewenangan untuk melakukan
proses penyidikan dan penyelidikan atas gangguan
TRANTIBUMLINMAS serta penegakan PERDA PERKADA, hal ini

yang mengakibatkan proses tindak lanjut atas aduan gangguan/penindakan
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2.34.

TRANTIBUMLINMAS tidak terhambat.

Berkurangnya Jumlah PPNS Penegak PERDA di Kabupaten/Kota
disebabkan oleh rotasi/mutasi pejabat struktural dan non struktural dan
memasuki masa usia pensiun. Pada tahun 2023, penguatan PPNS melalui
penambahan personil PPNS sesuai standar minimal serta peningkatan
kapasitas PPNS akan dilaksanakan secara berkala.

Uraian Dampak Terhadap Pencapaian Visi Misi Gubernur

Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan telah
disebutkan bahwa satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran
adalah unsur pelaksana tugas pembantuan tugas pembantuan di bidang
ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok memelihara dan
menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan
Peraturan Daerah danPeraturan Gubernur.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, dalam
implementasinya bukan sesuatu yang mudah, oleh karena itu perlunya
membangun komitmen dan strategi yang didasarkan atas visi dan misi dari
SKPD yang harus di capai. Visi dan misi yang telah di rumuskan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan
Selatan adalah sebagai pendukung suksesnya pelaksanaan visi dan misi
Kepala Daerah.

Paraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur mempunyai tujuan,
baik yang bersifat pengaturan maupun penataan.Oleh sebab itu apabila
semua ketentuan yang telah diatur didalam Peraturan Daerah atau
Peraturan Gubernur tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak ditaati oleh
semua pihak yang terkait, maka akan berakibat dalam mencapai tujuan
pembangunan di daerah.Pada Provinsi Kalimantan Selatan di era Otonomi

Daerah yang mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, berdasarkan
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data yang ada telah menerbitkan sebanyak 182 dokumen Peraturan Daerah
dan 347 dokumen Peraturan Gubernur.

Adapun komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengemban tugas pokok
dan fungsinya adalah terciptanya kondisi masyarakat Kalimantan Selatan
yang tertib, aman dan tenteram, taat dan patuh terhadap Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur serta segala kebijakan Pemerintah Provinsi
Kalimantran Selatan yang demokratis guna terciptanya kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat lebih konsentrasi
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi
Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mengawal dan menegakkan
pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut dengan
baik, dengan upaya selalu meningkatkan kinerja dalam mengemban tugas
pokok dan fungsi serta melaksanakan kewenangan yang didasarkan oleh
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan sebagai gambaran
umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi
Kalimantan Selatan kedepan. Adapun komitmen yang dibuat adalah
sebagai berikut:

1. Menguatkan kelembagaan dan peran aktif Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran,;

2. Menambah anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

sesuai kebutuhan;

Meningkatkan kemampuan kapasitas SDM;

Meningkatkan sarana dan parasarana sesuai keperluan;

Berupaya mendapatkan dana operasional sesuai kebutuhan;

S kW

Mengisi jabatan fungsional sesuai keperluan dan ketentuan yang
berlaku;

7. Meningkatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;

8. Menghimpun dan mempelajari, menginventarisir, dan mengevaluasi

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap eksistensi dan
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pelaksanaannya;

9. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang terkait, melakukan
pengendalian dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman
masyarakat dengan baik.

Dari 9 komitmen tersebut akan di lakukan dengan memanfaatkan
sumber-sumber kekuatan (Strength )yang ada baik secara internal maupun
ekternal, serta memanfaatkan peluang (Opportunities) yang di mungkinkan
dapat didaya gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan semua
unsur kekuatan akan mampu mengatasi kelemahan (Weaknesses) yang
ada, dan memanfaatkan kekuatan dan peluang dalam rangka mengahadapi
tantangan atau ancaman (Threat), sehingga akan diperoleh tujuan dan
sasaran yang jelas dan terarah yang akan dicapai.

Masyarakat pada era reformasi sekarang ini semakin kritis dan
semakin menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang
baik, sedangkan Pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan
yang baik kepada masyarakat belum mampu memenuhi tuntutan tersebut.
Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai
bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan adanya arah kebijakan ini, Pemerintah Pusat
mengharapkan perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik
terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi
kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan
infrastruktur dasar yang saat ini juga menjadi perhatian Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam upayanya memperluas dan meningkatkan pelayanan publik
khususnya tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Kalimantan Selatan masih menemui beberapa
permasalahan/kendala yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi sinergitas kamtramtibum lintas Kabupaten/Kota
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2.3.5.

dan Provinsi
2. Belum optimalnya pegamanan objek vital Pemerintah Provinsi, patroli
ketentraman dan ketertiban umum, Pengamanan Pejabat Negara dan
VIP
3. Banyaknya kejadian kebakaran di Kalimantan Selatan
4. Kurangnya sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran
5. Kurangnya aparatur perlindungan masyarakat yang tanggap bencana
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan kegiatan sosial
6. Kesadaran/kepatuhan masyarakat untuk tidak melanggar menurunnya
tindak pelanggarannya Peraturan Daerah danPeraturan Gubernur
7. Kurangnya anggota polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dan
jabatan fungsional PPNS yang bersertifikasi.
Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD
Dalam melakukan telaahan terhadap Renstra K/L yang
berhubungan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, dilakukan telaahan
pada Renstra Kementerian sebagai acuan dan sumber masukan penting
bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi KalimantanSelatan.
Analisis dilakukan atas faktor internal Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi
kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yakni peluang dan ancaman.

Struktur SWOT dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Internal Strength Weakness

Eksternal Opportunity Threats

Matrik SWOT akan digunakan untuk melihat bagaimana Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan
berupaya memaksimalkan kekuatan internalnya dan memanfaatkan
peluang sekaligus meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman.
Upaya tersebut tentunya mempengaruhi strategi yang dalam upaya

mewujudkan masyarakat yang berdaya saing, mandiri dan sejahtera.
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Dinamika perkembangan lingkungan dapat memberikan pengaruh
terhadap rencana strategis, lingkungan strategis K/L pengelola urusan
tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
kebakaran memberikan kontribusi langsung terhadap pelaksanaan
memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di daerah.
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Tantangan

a. Pemenuhan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja

b. Kualitas sumber daya aparatur (Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota

c. Kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap produk hukum

d. Peran petugas penegak produk hukum dalam penyidik dan
penyelidikan

e. Penyelesaian permasalahan ketentraman masyarakat dan ketertiban
umum

f. Kepatuhan aparatur, masyarakat, lembaga/organisasi terhadap
peraturan

g. Responsibilitas terhadap penanganan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, serta bahaya kebakaran dan bencana

h. Peran Satlinmas dan Damkar dalam menghadapi kejadian yang
terjadi pada suatu daerah.

2. Peluang

Peluang yang dapat digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung

kelancaran  pelaksanaan  kegiatan = dalam  memelihara  dan

menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di daerah, yaitu:

a. Sumberdaya aparatur Polisi Pamong Praja yang bersertifikat dan

meningkat kualifikasinya,
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b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur (Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran) Provinsi Kalimantan Selatan dengan
pelatihan teknis dan fungsional, uji kompetensi dan kesemaptaan,
baik untuk Provinsi ataupun fasilitasi peningkatan SDM aparatur di
Kabupaten/Kota.

c. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap produk
hukum, baik peraturan daerah dan peraturan Gubernur Kalimantan
Selatan.

d. Petugas penegak produk hukum berperan aktif dalam penyidik dan
penyelidikan

e. Permasalahan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat
diselesaikan dan dikurangi dampak dari resikonya dengan peran aktif
dari Satlinmas

f.  Meningkatkan kepatuhan aparatur, masyarakat, lembaga/organisasi
terhadap peraturan daerah dan peraturan Gubernur Kalimantan
Selatan

g. Meningkatkan peran aktif Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran terhadap penanganan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana.

2.3.6. Penjelasan Tindak Lanjut Dalam Perumusan Program

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan/organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia
aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya
rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, dan
produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang
seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan
jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang
ketat. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun

sumber daya aparatur negara yang profesional, memiliki daya guna dan
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hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah
dan pembangunan nasional.

Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah
didasarkan pada visi, misi dan sasaran startegis, agenda kebijakan,
program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan
terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan pertanggungjawaban
terbuka dan aksessif. Penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan
antar aparatur serta antar aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha
yang berorientasi pada kriteria dan mekanisme yang impersonal terarah
pada penerapan pelayanan prima.

Berdasarkan Isu-Isu Penting berupa rekomendasi dan catatan
penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas pada tahun yang direncanakan yaitu:

1. Kurangnya kesadaran/kepatuhan masyarakat terhadap keamanan dan
ketertiban umum serta ketentraman masyarakat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non
kebakaran
3. Kurang maksimalnya pelayanan dan pengamanan terhadap ketentraman
masyarakat, ketertiban umum dan kebakaran.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
Tujuan program ini adalah mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
yaitu melaksanakan patroli pengamanan objek vital Pemerintah Provinsi dan
pengamanan dan pengawalan pejabat Negara, mensosialisasi tentang
ketentraman dan ketertiban umum dan memfasilitasi permasalahan ketentraman
dan ketertiban umum yang terjadi. Beberapa kegiatan yang mendukung program
Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum antara lain:
1.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :
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Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan dengan nilai pagu Rp 99.989.200 dengan tujuan pembentukan
Tim Kerjasama Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala
Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Lintas
Kabupaten/Kota dan Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan serta
hibak pilkada untuk TNI/POLRI .

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dengan nilai pagu Rp 767.370.000 dengan tujuan
Terpenuhinya sarana prasarana dan pemeliharaan sarana dan prasarana
untuk mendukung dalam kegiatan penegakan trantibum tranmasy.
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi dengan nilai pagu Rp
80.000.000 dengan tujuan Melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan
kab/kota tekait.

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah dengan nilai pagu Rp 80.000.000 dengan
tujuan Menyediakan layanan akibat dari dampak penegakan peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah, salah satunya dalam jarak radius 50
meter dari lokasi penegakan.

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan
Ketertiban Umum dengan nilai pagu Rp. 774.999.800 Tujuan kegiatan ini
adalah mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
pengembangan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat yaitu mensosialisasi/bimtek daerah rawan masalah sosial,
melaksanakan pembinaan terhadap sumberdaya aparatur satlinmas.
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui
DeteksiDini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli,Pengamanan, dan Pengawalan dengan nilai pagu Rp.

17.332.778.799, umumnya program ini kebanyakan membayar honorarium
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1.2.

petugaspendukung kantrantibmas / piket dari non PNS yang berjumlah
198 orang tetapi kegiatan ini dalam rangka untuk menciptakan suatu
kondisi ketentraman dan ketertiban umum baik berupa Pengamanan/
penegakkan Peraturan Daerah atau kegiatan Patroli wilayah serta Patroli
Damkar sehingga diharapkan situasi yang kondusif di daerah baik
Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan yang dilaksanakan
adalah kegiatan patroli pengamanan objek vital Pemerintah Provinsi dan
pengamanan dan pengawalan pejabat Negara/VIP, yaitu wilayah/daerah
yang dilaksanakan patrol untuk menciptakan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat dan juga fasilitasi terhadap keamanan di
ProvinsiKalimantan Selatan yang bersinergitas dengan jajaran TNI -POLRI.
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan nilai pagu Rp 893.878.800 Tujuan
kegiatan ini adalah mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pengembangan kapasitas personel Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran yaitu aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran yang bersertifikat dan meningkat klasifikasinya.
Beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas
aparatur, Tujuan dari Kegiatan ini yaituMeningkatkan Kualitas Sumberdaya
Aparatur ( Satpol PP, Linmas dan Damkar) Prov Kalsel dan aparatur
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mendapatkan uji
kompetensi dan fungsional.

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan nilai pagu Rp 100.000.000
dengan tujuan Melakukan penindakan gangguan trantibum dalam
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan tetap bekoordinasi
dengan pihak terkait dalam penanganannya.

Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan sub
kegiatan :
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Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
denfan nilai pagu Rp 150.000.000 tujuan kegiatan ini adalah
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan bimbingan dan
penyuluhan produk hukum daerah serta penindakan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yaitu melaksanakan sosialisasi
produk hukum terkait sanksi administrasi dan pidana, pembinaan terhadap
sekretariat/PPNS, penegakan produk hukum daerah dan memfalisitasi
permasalah terhadap pelanggaran produk hukum daerah. Beberapa kegiatan
yang mendukung program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal.
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernurdengan nilai pagu Rp 125.000.000 tujuan kegiatan ini
adalah melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur.
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
dengan nilai pagu Rp 59.820.000 tujuan kegiatan ini adalah melakukan
penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur yayang meliputi sanksi administrasi dan pidana, pembinaan
terhadap, penegakan produk hukum daerah dan pelanggaran produk hukum
daerah.
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
dengan nilai pagu Rp 60.000.000 dengan tujuan tersusunnya SOP yang
berkaitan dengan ketentuan pelayanan dalam penegakan peraturan daerah
maupun peraturan gubernur.
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan
Daerah dengan nilai pagu Rp 96.040.000 tujuan kegiatan ini adalah
melakukan pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah
Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol
PP secara Operasional Sudah Aktif.

1.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan sub
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kegiatan :
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan nilai pagu Rp
50.000.000 tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan kapasitas pejabat
PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda.
Pembentukan Sekretariat PPNS dengan nilai pagu Rp 30.000.000 sub
kegiatan ini adalah usulan sub kegiatan baru yang mana tujuan kegiatan ini
yaitu Pembentukan Sekretariat PPNS yang berdasar pada Surat Keputusan
Kepala Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda.
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS dengan nilai pagu Rp 39.768.000
sub kegiatan ini adalah usulan sub kegiatan baru yang mana tujuan kegiatan
ini yaitu Dukungan Operasional Sekretariat PPNS dalam Mendukung
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta
Penegakan Perda.
2. PROGRAM PENCEGAHAN,PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Tujuan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran kegiatan
ini adalah mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanganan
bencana dan kesiagaan, kesigapan dalam pencegahan dan penanggulangan
kebakaran yaitu mensosialisasi daerah rawan bencana, melaksanakan pembinaan
terhadap sumberdaya aparatur pemadam kebakaran, memfasilitasi penanganan
bahaya kebakaran dan dampak kebakaran dan memonitor wilayah rawan
kebakaran dan dampak bahaya kebakaran. Kegiatan yang mendukung program
pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanganan bencana, yaitu responsibilitas
aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranKabupaten/Kota
yang sigap dan terampil dan meningkatkan peran satlinmas dan Damkar.
Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
2.1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakarandengan sub kegiatan :

Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan
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Kebakaran dengan nilai pagu Rp 648.470.000 tujuan dari kegiatan ini adalah
Fasilitasi penanganan bahaya kebakaran dan dampak kebakaran, yaitu
kejadian kebakaran yang di fasilitasi penanganannya.

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota dengan nilai pagu Rp 2.050.000.000 tujuan dari kegiatan ini
adalah Pembinaan terhadap sumberdaya aparatur pemadam kebakaran baik di
Provinsi maupun di Kabupaten/Kota,yaitu anggota pemadam kebakaran yang
terampil dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran
dan Alat Pelindung Diri dengan nilai pagu Rp 50.000.000 dengan tujuan
Terpenuhinya sarana prasarana dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam
pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta alat pelindung diri untuk

memenuhi standar keselamatan personil di lapangan.
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Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel T- C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No (o] 1 Penting
Target Pagu Target Kebutuhan Dana
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capai Indikatif (Rp. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja A
apaian 000) Capaian (Rp. 000)
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (] (8) (9) (10) (11) (12)
PROGRAM
:2335%6 URUSAN Indeks Kepuasan PENUNJANG Indeks Kepuasan
1 5|1 PEMERINTAHAN terhadap Layanan 11.951.213.0 | URUSAN terhadap Layanan Rp16.783.570.670
DAERAH Kesekretariatan 00 | PEMERINTAHAN Kesekretariatan
DAERAH
Persentase
Perencanaan, Persentase Perencanaan,
Penganggaran dan Pemenuhan dokumen Penganggaran dan el
t € t e Evaluasi Kinerja Kinerja yang disusun ABEERENL Evaluasi Kinerja d::“z‘rsr:j;(::‘es”:suai IRPREARI
Perangkat Daerah sesuai ketentuan Perangkat Daerah yang
ketentuan
Penyusunan Dokumen Kota Jumlah Dokumen 5 Eg%lrjns::an Jumlah Dokumen
1 5 1 1.01 Perencanaan Perangkat . Perencanaan Perangkat 14.000.000 Kota Banjarbaru Perencanaan 5 Dokumen Rp24.334.500
Banjarbaru Dokumen Perencanaan
Daerah Daerah Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Kota Jsirglghdgr? T_Llamspar? I:gsn 1 Koordinasi dan 5&3&23?"
1 5 1 1.01 Penyusunan Dokumen Baniarb K inasi P P K 9.999.900 | Penyusunan Kota Banjarbaru poran 1 1 Dokumen Rp14.464.500
RKA-SKPD anjarbaru oordinasi Penyusunan Dokumen Dokumen RKA-SKPD Koordinasi
Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Persentase Administrasi g:;sy‘::taa::n
Administrasi Keuangan Penyerapan Anggaran
1 5 1 1.02 Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar 9.147.900.00 | Keuangan Anggaran Satpol PP Rp14.795.951.470
0 | Perangkat Daerah dan Damkar Prov.
Prov. Kalsel
Kalsel
. " Jumlah Orang yang 94 . . Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan Kota ; L . Penyediaan Gaji dan . ; L 144
1 5 1 1.02 Tunjangan ASN Banjarbaru Meqerlma Gaji dan Orang/Bula 8.970.900.00 Tunjangan ASN Kota Banjarbaru Meqerlma Gaji dan Orang/Bulan Rp14.609.351.470
Tunjangan ASN n 0 Tunjangan ASN

58




Jumlah Dokumen Hasil

1.02 Penyediaan Administrasi Kota Penyseican Administrsi 12 177.000.000 Aaminsiras Kote Banjarbars | Admnsetresi 12 Dokumen Rp186.600.000
. Pelaksanaan Tugas ASN Banjarbaru Y Dokumen A Pelaksanaan Tugas ) oxume p160.600.
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas
ASN
ASN
Administrasi SP:::::‘:::: p:e;::l:nh:n Administrasi Persentase sarpras
1.05 Kepegawaian Perangkat yang dibutu':\kan 216.380.000 | Kepegawaian dan Administrasi Rp156.380.000
Daerah Satpol PP & Damkar Perangkat Daerah yang terlayani
Pengadaan Pakaian Kota Jumlah Paket Pakaian Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian
1.05 Dinas Beserta Atribut ; Dinas Beserta Atribut 1 Paket 156.380.000 | Dinas Beserta Atribut Kota Banjarbaru Dinas Beserta Atribut 1 Paket Rp156.380.000
Banjarbaru
Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapannya Kelengkapan
Jumlah Pegawai - Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Pend!dlkan dan . Berdasarkan Tugas
) Kota ; o Pelatihan Pegawai . .
1.05 Pegawai Berdasarkan h Fungsi yang Mengikuti 5 Orang 60.000.000 Kota Banjarbaru dan Fungsi yang - -
X Banjarbaru o Berdasarkan Tugas ST e
Tugas dan Fungsi Pendidikan dan dan Fungsi Mengikuti Pendidikan
Pelatihan 9 dan Pelatihan
Administrasi Umum :aerr:::t::s sf:sl:?:nhaa " Administrasi Umum [PEIEENEED CRIHES
1.06 o 1.082.684.90 dan Administrasi Rp632.550.000
Perangkat Daerah yang dibutuhkan 0 Perangkat Daerah T CCOETET
Satpol PP & Damkar yang y
. Jumlah Paket
: Jumlah Paket Peralatan Penyediaan Peralatan
Penyediaan Peralatan Kota . Peralatan dan
1.06 dan Perlengkapan Kantor Banjarbaru iaar:]tifrlgzgkggaer;iakan 4 Paket 48.000.000 dKzr;tl;erlengkapan Kota Banjarbaru Perlengkapan Kantor 12 Paket Rp56.202.000
yang yang Disediakan
. Jumlah Paket Bahan . Jumlah Paket Bahan
Penyediaan Bahan Kota - Penyediaan Bahan . -
1.06 Logistik Kantor Banjarbaru nglstllk Kantor yang 12 Paket 365.000.000 Logistik Kantor Kota Banjarbaru nglstllk Kantor yang - -
Disediakan Disediakan
Penyediaan Barang Kota éigign?::t Barang Penyediaan Barang éi?;lﬁgnpc?::t Barang
1.06 Cetakan dan ; 12 Paket 18.697.900 | Cetakan dan Kota Banjarbaru 12 Paket Rp36.430.000
Banjarbaru Penggandaan yang Penggandaan yang
Penggandaan o 9 Penggandaan o 9
Disediakan Disediakan
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Penyediaan Bahan ‘é:?:laanhBDa%i;";r:%r;n
Kota Bacaan dan Peraturan 6 Bacaan dan .
1.06 Bacaan dan Peraturan Banjarbaru Perundang-Undangan Dokumen 11.000.000 Peraturan Perundang Kota Banjarbaru Peraturan Perundang- 12 Dokumen Rp17.000.000
Perundang undangan ang Disediakan undangan Undangan yang
yang 9 Disediakan
Poryolenggasan Rapst | iy | Bamyaersiarae Rapat R
1.06 Koordinasi dan Bariarh K V! " 99 d P 12 Laporan | 639.987.000 | Rapat Koordinasi dan | Kota Banjarbaru | o yt K 99 o 12 Laporan Rp522.918.000
Konsultasi SKPD anjarbaru oorainasy can Konsultasi SKPD apat foordinasi dan
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Persentase sarpras
1.07 LI (R FETITEIE SEIEIE CEL (IR 743.897.200 | Milik Daerah dan Administrasi Rp268.756.200
Urusan Pemerintah yang dibutuhkan Penunjang Urusan e
Daerah Satpol PP & Damkar Pemerintah Daerah yang Y
. Jumlah Unit
1.07 Dinas Operasional atau Banjarbaru Lapangan yang 5 Unit 572.650.000 Operasional atau Kota Banjarbaru Operasional atau 2 Unit Rp97.509.000

Lapangan

Disediakan

Lapangan

Lapangan yang
Disediakan
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Kota

Jumlah Paket Mebel

Jumlah Paket Mebel

1.07 5 Pengadaan Mebel Banjarbaru yang Disediakan 2 Paket 52.447.200 | Pengadaan Mebel Kota Banjarbaru yang Disediakan 2 Paket Rp52.447.200
Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Pengadaan Sarana j::lparag;:;r?aarana
1.07 | 10 | Prasarana Gedung Kota Prasarana Gedung 13 Unit 118.800.000 | dan Prasarana Kota Banjarbaru | Gedung Kantor atau 13 Unit Rp118.800.000
Kantor atau Bangunan Banjarbaru Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Lainnya Lainnya yang Disediakan Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa SP:::::‘::: g?ams:?:nh:n E::xi}j;:znd is;m Persentase sarpras
1.08 ::nml.::ji::\fhlal;u;::rah yang dibutuhkan 199.311.000 Pemerintahan S::gAti:T;;I:;EaSI Rp534.480.000
Satpol PP & Damkar Daerah
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Kota Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
1.08 3 Peralatan dan Baniarbaru Peralatan dan 12 Laporan 40.000.000 | Peralatan dan Kota Banjarbaru Peralatan dan 12 Laporan Rp52.000.000
Perlengkapan Kantor ) Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan yang Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Kota Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa . Penyediaan Jasa
1.08 4 Pelayanan Umum Kantor Banjarbaru Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 159.311.000 | Pelayanan Umum Kota Banjarbaru Pelayanan Umum 12 Laporan Rp482.480.000
S, Kantor Kantor yang
yang Disediakan o
Disediakan
Pemeliharaan Barang Persentase pemenuhan gz:r;?rléhl?nri?iinDaerah Persentase sarpras
Milik Daerah Penunjang sarana dan prasarana A o A
1.09 Y e v o yang dibutuhkan 537.040.000 :enunj_anghUrusan dan Atdl'rlllnlstt_‘asl Rp356.654.000
Daerah Satpol PP & Damkar Smerataren yang teriayani
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan ﬁgnmy;ﬁ:gf:aia?ia a Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau . » Dlay Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak Kota Kendaraan Dinas Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas
1.09 1 ) ; I 18 Unit 262.590.000 | Pajak Kendaraan Kota Banjarbaru 18 Unit Rp287.894.000
Kendaraan Perorangan Banjarbaru Jabatan yang Dipelihara Perorangan Dinas Jabatan yang
Dinas atau Kendaraan dan Dibayarkan 9 Dipelihara dan
) . atau Kendaraan . .
Dinas Jabatan Pajaknya . Dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Penye¢aan Jasq Jumlah Kendaraan
N X . Pemeliharaan, Biaya ] B
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau . . Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Kota Lapangan yang Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang
1.09 2 L ! ; I 24 Unit 274.450.000 | dan Perizinan Kota Banjarbaru o 3 Unit Rp68.760.000
Perizinan Kendaraan Banjarbaru Dipelihara dan X Dipelihara dan
) . ) . Kendaraan Dinas . .
Dinas Operasional atau Dibayarkan Pajak dan N Dibayarkan Pajak dan
7 Operasional atau 7
Lapangan Perizinannya Perizinannya
Lapangan
PROGRAM Meningkatnya PROGRAM Meningkatnya
PENINGKATAN kepatuhan
PENINGKATAN kepatuhan Masyarakat
21.412.252.8 | KETENTERAMAN Masyarakat Terhadap Rp20.739.644.599
KETENTERAMAN DAN Terhadap Produk 50 | DAN KETERTIBAN Produk Huk
KETERTIBAN UMUM Hukum Daerah rocux Hukum
UMUM Daerah
Penanganan
Penanganan Gangguan Gangguan
Ketenteraman dan Persentase Ketenteraman dan :::;Znst:; ian
1.01 Ketertiban Unum P el 20851.624.8 | fetertiban Umum trantibum yang Rp20.129.016.599
yang 50 berhasil ditindak

Kabupaten/Kota dalam
1 (satu) Daerah Provinsi

berhasil ditindak lanjuti

Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

lanjuti
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Semua Jumlah Dokumen Hasil Keria sama antar Semua Jumlah Dokumen Hasil
Kerja sama antar Kabupaten/K Pelaksanaan Kerja Le nJ1 baga dan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Kerja
Lembaga dan Kemitraan ota, Semua Sama Antar Lembaga N Semua Sama Antar Lembaga
1.01 6 dalam Teknik Kecamatan, dan Kemitraan dalam 1 bokumen 150.000.000 'Ilfeelr:]nlitliasgniila;an Kecamatan, dan Kemitraan dalam I Dokumen Rp99.989.200
Pencegahan Kejahatan Semua Teknik Pencegahan : 9 Semua Teknik Pencegahan
. Kejahatan .
Kelurahan Kejahatan Kelurahan Kejahatan
Pengadaan dan Jumlah Sarana dan Pengadaan dan éﬁzr:;:rafgrana dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana pem%liharaan sarana Ketenteraman
1.01 13 dan Prasarana . Kota Ketent'eraman, 3 Unit 565.954.800 | dan prasarana Kota Banjarbaru Ketertiban Umum dan 14 Unit Rp767.370.000
Ketenteraman, Ketertiban Banjarbaru Ketertiban Umum dan )
. ) ketentraman dan Pelindungan
Umum dan Pelindungan Pelindungan Masyarakat N
; ketertiban umum Masyarakat yang
Masyarakat yang Tersedia T R
ersedia
. Jumlah Dokumen Hasil
A Jumiah Dokumen H.as'l . Koordinasi Pelaksanaan
Koordinasi Semua Pelaksanaan Koordinasi Semua o
Penyelenggaraan Kabupaten/K Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Koordinasi
1.01 | 14 | Ketentraman dan ota, Semua | Ketenteraman, 1 Dok 150.000.000 Ketoriban U Semua | [oEeno9eTaan 1 Dok Rp80.000.000
. Ketertiban Umum serta Kecamatan, Ketertiban Umum dan okumen A . Kecamatan, . ! oxumen ped.oouw.
. ; serta Perlindungan Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Semua Perlindungan Masyarakat Tingkat Semua Perlindungan
Tingkat Kabupaten/Kota Kelurahan Masyarakat Tingkat Y 9 Kelurahan gan
Provinsi Kabupaten/Kota Masyarakat Tingkat
rovinsi A
Provinsi
Penvediaan Lavanan Semua Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Semua Jumlah Laporan
Y Y Kabupaten/K Pemberian Pelayanan dalam rangka Kabupaten/Kota, Pemberian Pelayanan
dalam rangka Dampak ota, Semua Dasar Kepada Warga Dampak Penegakkan Semua Dasar Kepada Warga
1.01 15 | Penegakkan Peraturan § 13 Laporan 60.000.000 1 Laporan Rp80.000.000
Kecamatan, Yang Terdampak Peraturan Daerah dan Kecamatan, Yang Terdampak
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah Semua Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Semua Penegakan Perda dan
Kelurahan Perkada Daerah Kelurahan Perkada
Jumlah Laporan yang Jumlah Laporan yang
Pemberdayaan Semua Memuat Hasil Pemberdayaan Semua Memuat Hasil
. Kabupaten/K . Kabupaten/Kota,
Perlindungan Masyarakat ota. Semua Pemberdayaan Perlindungan Semua Pemberdayaan
1.01 16 | dalam rangka Kec’amatan Perlindungan 1 Laporan 869.643.500 | Masyarakat dalam Kecamatan Perlindungan 1 Laporan Rp774.999.800
Ketenteraman dan Semua ! Masyarakat dalam rangka Ketenteraman Semua ! Masyarakat dalam
Ketertiban Umum rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum rangka Ketenteraman
Kelurahan Kelurahan

dan Ketertiban Umum

dan Ketertiban Umum
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Jumlah Laporan

Jumlah Laporan Pencegahan
Pencegahan Gangguan Gangguan Gangguan E:g%?:;%an
Ketenteraman dan Semua Ketenteraman, Ketenteraman dan Semua Ketertiban Um’um dan
Ketertiban Umum melalui Kabupaten/K Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota Perlindungan
Deteksi Dini dan Cegah ota gemua Perlindungan melalui Deteksi Dini gemua ! Mas: arakgt Melalui
1.01 17 Dini, Pembinaan dan Kec’amatan Masyarakat Melalui 12 Laporan 17.804.635.7 | dan Cegah Dini, Kecamatan Dete){(si Dini dan 12 Laporan Rp17.332.778.799
Penyuluhan, Semua ! Deteksi Dini dan Cegah 50 | Pembinaan dan Semua ’ Cegah Dini
Pelaksanaan Patroli, Kel Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, . !
Pengamanan, dan elurahan Penyuluhan, Patroli Pelaksanaan Patroli Kelurahan Pembinaan dan .
g ’ Y! ’ ! ’ Penyuluhan, Patroli
Pengawalan Pengamanan dan Pengamanan, dan Pengamana’n dan !
Pengawalan Pengawalan Pengawalan
Peningkatan
Peningkatan Kapasitas Kapasitas SDM
SDM Satuan Polisi Semua Satuan Polisi Semua Jumlah Aparatur
Pamongpraja dan Satuan Kabupaten/K Jumlah Aparatur Satpol Pamongpraja dan Kabupaten/Kota, Satpol PPpyang
Perlindungan Masyarakat ota, Semua PP yang mengikuti Satuan Perlindungan Semua - f
1011 18 | tormasuk dalam Kecamatan, | pelatihan teknis Satuan 135 Orang 997.890.800 | pasyarakat termasuk Kecamatan, |t'neng|kut| pelatihan 135 Orang Rp893.878.800
C " eknis Satuan Polisi
Pelaksanaan Tugas yang Semua Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Semua Pamong Praja
bernuansa Hak Asasi Kelurahan Tugas yang Kelurahan 9 !
Manusia bernuansa Hak Asasi
Manusia
Jumlah Laporan éL;mnlahuI;iporan
Gangguan Penindakan atas Kete?geraman
Penindakan atas Ketenteraman, gangguan Ketertiban Um,um dan
gangguan ketentraman Semua Ketertiban Umum dan ketentraman dan Semua Perlindungan
dan ketertiban umum Kabupaten/K Perlindungan ketertiban umum Kabupaten/Kota, Masyarakgat
101 19 l;erdasarkan Pe.rda dan ota, Semua Masyarakat Berdasarkan 12 Laporan 253.500.000 berdasarkan Perda i Semua Berdasarkan Perda 12 Laporan Rp100.000.000
erkada melalui Kecamatan, Perda dan Perkada dan Perkada melalui Kecamatan, d .
- h . . an Perkada Melalui
penertiban dan Semua Melalui Penertiban dan penertiban dan Semua Penertiban dan
penanganan unjuk rasa Kelurahan Penanganan Unjuk Rasa penanganan unjuk Kelurahan Penanganan Uniuk
dan kerusuhan massa dan Kerusuhan Massa rasa dan kerusuhan Rasa dgan Kerus{lhan
vang Dilakukan massa Massa yang Dilakukan
Penindakan Penind;’kan
Persentase
Persentase masyarakat Penegakan masyarakat dan
Penegakan Peraturan dan aparatur yang Peraturan Daerah aparatur yang
1.02 Daerah Provinsi dan memahami dan 510.628.000 Provinsi dan memahami dan Rp490.860.000
Peraturan Gubernur mematuhi tentang T ey e mematuhi tentang
produk hukum daerah produk hukum
daerah
Semua . Semua .
Sosialisasi Kabupaten/K Jumiah Laporan Ha_sn . Sosialisasi Kabupaten/Kota, Jumlah Laporan Hasil
osialisasi Penegakan ota, Semua Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Semua Pelaksanaan
1.02 1 Peraturan Daerah dan Kec’amatan Penegakan Peraturan 2 Laporan 125.000.000 Daerah dan Peraturan Kecamatan Sosialisasi Penegakan 1 Laporan Rp150.000.000
Peraturan Gubernur Semua ! Daerah dan Peraturan Gubernur Semua ! Peraturan Daerah dan
Gubernur Peraturan Gubernur
Kelurahan Kelurahan
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Jumlah Laporan Hasil

Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan atas Semua Pelaksanaan Pengawasan atas Semua Pelaksanaan
9 Kabupaten/K pengawasan yang 9 Kabupaten/Kota, pengawasan yang
Kepatuhan Terhadap N Kepatuhan Terhadap N
1.02 Pelaksanaan Peraturan ota, Semua | dilakukan atas 4 Laporan 100.000.000 | Pelaksanaan Semua dilakukan atas 4 Laporan Rp125.000.000
. Kecamatan, Kepatuhan terhadap e Kecamatan, Kepatuhan terhadap e
Daerah dan Peraturan Peraturan Daerah dan
Gubernur Semua Pelaksanaan Peraturan Peraturan Gubernur Semua Pelaksanaan
Kelurahan Daerah dan Peraturan Kelurahan Peraturan Daerah dan
Gubernur Peraturan Gubernur
Semua Jumlah Laporan Hasil Semua Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan
Penanganan atas Kabupaten/K Pelaksanaan Penanganan atas Kabupaten/Kota, Penanganan atas
Pelanggaran Peraturan ota, Semua Penanganan atas Pelanggaran Semua
1.02 Daerah dan Peraturan Kecamatan, Pelanggaran Peraturan 4 Laporan 125.628.000 Peraturan Daerah dan Kecamatan, Pelanggaran 4 Laporan Rp59.820.000
Peraturan Daerah dan
Gubernur Semua Daerah dan Peraturan Peraturan Gubernur Semua Peraturan Gubernur
Kelurahan Gubernur Sesuai SOP Kelurahan -
Sesuai SOP
Semua Semua
Penyusunan SOP Kabupaten/K | Jumlah Dokumen SOP Penyusunan SOP Kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen SOP
Penegakan Peraturan ota, Semua Penegakan Peraturan 1 Penegakan Peraturan Semua Penegakan Peraturan
1.02 Daerah dan Peraturan Kecamatan, Daerah dan Peraturan Dokumen 60.000.000 Daerah dan Peraturan Kecamatan, Daerah dan Peraturan 1 Dokumen Rp60.000.000
Gubernur Semua Gubernur Gubernur Semua Gubernur
Kelurahan Kelurahan
Semua Pemberkasan Semua
Pemberkasan Kabupaten/K Jumlah Dokumen Administrasi Kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen
Administrasi Penyidikan ota, Semua Pemberkasan Hasil 1 . Semua Pemberkasan Hasil
1.02 oleh PPNS Penegak Kecamatan, Penyidikan atas Dokumen 100.000.000 gg;\‘yédg(::eofs Kecamatan, Penyidikan atas 1 Dokumen Rp96.040.000
Peraturan Daerah Semua Pelanggaran Perda 9 Semua Pelanggaran Perda
Peraturan Daerah
Kelurahan Kelurahan
Pembinaan Penyidik ;:;Zerr:‘tzizﬁgs‘riatur Pembinaan Penyidik ;:;Ze:‘tzizﬁgr:riatur
1.03 :’:g;\év)a;.:l:‘ﬂz;li&pll tentang peraturan 50.000.000 :’;g;gf;::l:‘ﬂ?‘;li&pll tentang peraturan Rp119.768.000
trantibum trantibum
Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Pelaksanaan
Semua Peningkatan Kapasitas Semua Peningkatan Kapasitas
Pengembangan Kabupaten/K Pejabat PPNS dalam Pengembangan Kabupaten/Kota, Pejabat PPNS dalam
1.03 Kapasitas dan Karier I(()ta, Semua I;’/Iendulkung 1 Laporan 50.000.000 Kapasitas dan Karier K Semua I;’/Iendulkung 1 Laporan Rp50.000.000
PPNS ecamatan, enyelenggaraan PPNS ecamatan, enyelenggaraan
Semua Ketertiban Umum dan Semua Ketertiban Umum dan
Kelurahan Ketenteraman Kelurahan Ketenteraman

Masyarakat serta
Penegakan Perda

Masyarakat serta
Penegakan Perda
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Semua

Kabupaten/Kota, Surat Keputusan
Pembentukan Semua Kepala Daerah tentang
1.08 s Sekretariat PPNS Kecamatan, Pembentukan I Dokumen Rp30.000.000
Semua Sekretariat PPNS
Kelurahan
Semua
Dukungan Kabug::S;Kota, Jumlah Laporan Hasil
1.03 5 Operasional Kecamatan Kinerja Sekretariat 1 Laporan Rp39.768.000
Sekretariat PPNS ’ PPNS
Semua
Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
PENCEGAHAN, Meningkatnya PENCEGAHAN, Meningkatnya
PENANGGULANGAN, Kesadaran Masyarakat PENANGGULANGA Kesadaran
PENYELAMATAN Terhadap Bahaya 2.500.000.00 | N, PENYELAMATAN Masyarakat Terhadap Rp2.748.470.000
KEBAKARAN DAN Kebakaran dan Non 0 | KEBAKARAN DAN Bahaya Kebakaran
PENYELAMATAN NON Kebakaran PENYELAMATAN dan Non Kebakaran
KEBAKARAN NON KEBAKARAN
Tingkat
D e .
1.01 Pemetaan Rawan D';mkar Kkab/kota yan 2.500.000.00 | Pemetaan Rawan dgn Damkar kab/kota Rp2.748.470.000
Bencana Kebakaran . yang 0 | Bencana Kebakaran N
sigap dan terampil yang sigap dan
terampil
Semua Jumlah Dokumen Semua f;?:;gg%‘:;::
Penyediaan Informasi Kabupaten/K Informasi Daerah Penyediaan Informasi Kabupaten/Kota,
Daerah Rawan ota, Semua (Kabupaten/Kota) Rawan 1 Daerah Rawan Semua (Kabupaten/Kota)
1.01 22 § 200.000.000 Rawan Kebakaran dan 1 Dokumen Rp648.470.000
Kebakaran dan Peta Kecamatan, Kebakaran dan Peta Dokumen Kebakaran dan Peta Kecamatan, Peta Rawan
Rawan Kebakaran Semua Rawan Kebakaran yang Rawan Kebakaran Semua
Kelurahan Sah dan Legal Kelurahan Kebakaran yang Sah
dan Legal
Pembinaan Aparatur Semua Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Semua Jumlah Laporan Hasil
P Kabupaten/K Pembinaan Aparatur P Kabupaten/Kota, Pembinaan Aparatur
Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran
ota, Semua Pemadam Kebakaran Semua Pemadam Kebakaran
1.01 23 | dan Penyelamatan 1 Laporan 2.050.000.000 | dan Penyelamatan 1 Laporan Rp2.050.000.000
L Kecamatan, dan Penyelamatan L Kecamatan, dan Penyelamatan
Provinsi dan Semua Provinsi dan Provinsi dan Semua Provinsi dan
Kabupaten/Kota Kelurahan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kelurahan Kabupaten/Kota
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Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan
Kebakaran dan Alat
Pelindung Diri

Kota
Banjarbaru

Jumlah Sarana dan
Prasarana yang Tersedia
untuk Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran, serta Alat
Pelindung diri sesuai
Standar Teknis Terkait

10 Unit

250.000.000

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pencegahan,
Penanggulangan
Kebakaran dan Alat
Pelindung Diri

Kota Banjarbaru

Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
Tersedia untuk
Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran, serta Alat
Pelindung diri sesuai
Standar Teknis Terkait

10 Unit

Rp50.000.000
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyrakat

Tabel T- C.32
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan

0)) @) (&) “) ©)) (6)

66




BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pemerintah telah menyusun sasaran pokok RPJMN 2015-2019,

diantaranyaadalah tata kelola dan reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam:

l.Pemantapan politik dalam negeri melalui meningkatkan peran
kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara
pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; dan

2.Percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, dengan
agenda prioritas membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratisdan terpercaya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, telah disusun misi ke dua RPJM 2021-

2026, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan

berorientasi pada pelayanan publik, dengan tujuan dari misi tersebut adalah

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu dari sasaran

dari tujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah

meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan strategi yang telah disusun

antara lain:

1. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik;

2. Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah;

3. Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintah yang profesional dan
pemerintahan yang akuntabel.

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang
ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Satuan Polisi Pamong Praja
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dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan memiliki fungsi
sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban,
perlindunganmasyarakat dan pemadaman kebakaran;
b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personel;
c. Pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
d. Pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
e. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman
kebakaran;
f. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT; dan
g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
Untuk mewujudkan capaian dari misi empat RPJMD tahun 2021-
2026 tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Kalimantan Selatan pada rencana kerja tahun 2023 akan
melaksanakan sesuai dengan tugasnya yaitu menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran.
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Gambar 3.1

Keterkaitan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Kebijakan

Nasional dan Daerah

Misi RPJPN Misi 9Agenda Isu Prioritas Arah Kebijakan Target Renja SKPD Program
2005-2025 Pembangunan Prioritas RPJMN RKPD 2020 Pembangunan Satpol PP dan Prioritas RKPD
2015-2019 (Nawa Cita) 2015-2019 RKPD 2020 Damkar 2020 2020
Mewujudkan Mewujudkan Membuat Pemantapan Penguatan Peningkatan Program Meningkatnya
bangsa yang masyarakat maju, pemerintah tidak Politik dalam Kinerja Kinerja Peningkatan Kepatuhan
berdaya saing berkeseimbangan absen dengan Negeri melalui Pemerintah Pemerintah Keamanan dan Masyarakat
dan demokratis membangun tata meningkatkan Daerah Provinsi dengan Kenyamanan Terhadap Produk
berlandaskan kelola pemerintahan | | peran nilai Lakip A Lingkungan Hukum Daerah
Negara Hukum yang bersih, efektif, kelembagaan
demokratis, dan demokrasi dan Program Meningkatnya
terpercaya, dengan mendorong Pemeliharaan Kesadaran
memberikan kemitraan lebih Kantrantibmas Masyarakat
prioritas pada upaya | | kuat antara dan Terhadap
memulihkan Pemerintah, Pencegahan Bahaya
kepercayaan publik swasta dan Tindak Kebakaran
pada institusi- masyarakat
institusi demokrasi sipil
dengan melanjutkan Program
konsolidasi Pencegahan
demokrasi melalui Percepatan Dini dan
reformasi sistem Reformasi Kesiapsiagaan
kepartaian, pemilu, Birokrasi dan Penanganan
dan lembaga Tata Kelola Program Bencana
perwakilan. Pemerintahan Peningkatan
Kapasitas dan Program
Kualitas Perlindungan
Aparatur Masyarakat
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3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
1. Visi dan Misi Perangkat Daerah
a. Visi
Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selaku
SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan mendukung terwujudnya
RPJMD ProvinsiKalimantan Selatan (2021-2026) yaitu:
“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan
Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI
GERBANG IBUKOTANEGARA”

Makna mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan
Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu lima tahun kedepan adalah
untuk membuat masyarakat semakin sejahtera dengan terpenuhinya
kebutuhan jasmani, rohani, aman dan sentosa dengan upaya untuk
melakukan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas,
pembangunan eckonomi yang merata dengan memperhatikan
keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, memperkuat
sarana prasarana dasar perekonomian untuk kemakmuran masyarakat,
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan
publik, penguatan terhadap ketahanan bencana dan menjaga
kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan misi pembangunan daerah jangka menengah
Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026, maka Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan
mempunyai misi sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum

Daerah

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran.

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah, maka
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang tertuang dalam rencana

strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi
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Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 dan untuk mendukung upaya
pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk
Hukum Daerah, yaitu masyarakat/aparatur yang paham/patuh
produk hukum daerah, baik berupa Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur serta dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah tingkat
kepatuhan terhadap produk hukum daerah, dengan indikator:

1.1. Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang

berhasilditindaklanjuti

1.2. Persentase aparatur yang memahami tentang peraturan

ketentraman danketertiban umum

1.3. Persentase masyarakat dan aparatur yang memahami dan

mematuhi tentangproduk hukum

1.4. Persentase PPNS/Sekretariat dalam penyidikan dan peyelidikan.

. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya

Kebakaran, yaitu kesadaran masyarakat pada Kabupaten/Kota di

Kalimatan Selatan akan dampak yang ditimbulkan dari bahaya kebakaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah tingkat

kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran, dengan indikator:

2.1. Tingkat responsibilitas aparatur satuan perlindungan masyarakat
danpemadam kebakaran Kabupaten/Kota yang sigap dan terampil

2.2. Persentasi satuan perlindungan masyarakat dan pemadam
kebakaran Kabupaten/Kota yang aktif dalam penanganan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran
dan bencana

2.3. Persentase aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran yang bersertifikat

2.4. Persentase aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran yang meningkat klasifikasinya.
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3.3. Keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan yaitu SPM Bidang Urusan Tramtibumlinmas yang merupakan
penjabaran  dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam
Negeril RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar  Teknis Pelayanan  Dasar Pada  Standar
Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
SPM Bidang Trantibumlinmas 1 (satu) pelayanan dasar yaitu :
a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Tramtibunlinmas

diatur dalam :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

b. Lampiran IV Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Nomor
121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaen/Kota.
Mutu Pelayanan Dasar Sub Urursan Tranibum meliputi:

a. Standar pelayanan prosedur Satpol PP
b. Standar sarana prasarana Satpol PP
c. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan anggota
Perlindungan Masyarakat; dan
d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat
penegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM
Bidang Trantibumlinmas oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 dijabarkan dengan
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang bersumber dari dana Belanja
Langsung APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 3 (tiga)
Program dan 11 (Sebelas) Kegiatan dengan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub
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Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Total alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Provinsi sebesar Rp. 16.783.570.670 dengan kegiatan :

a.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah dengan sub kegiatan :

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 24.334.500 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 14.000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 14.464.500 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 9.999.900, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub

kegiatan :

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 14.609.351.470 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 8.970.900.000,
dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 186.600.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 177.000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 156.380.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 156.380.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 56.202.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 48.000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sejak tahun 2024 sub kegiatan ini tidak dilakukan penganggaran
dikarenakan untuk bahan bakar minyak baik roda dua maupun roda
empat sudah include ke dalam pemeliharaan kendaraan dinas dan
dialokaasikan ke masing-masing bidang sub kegiatan terkait.

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 36.430.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 18.697.900, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 17.000.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 11.000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 522.918.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 699.987.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 97.509.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 572.650.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Pengadaan Mebel
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 52.447.200 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 50.447.200, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya
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Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 118.800.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 118.800.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub
kegiatan :
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 52.000.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 40.000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 482.480.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 159.311.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 287.894.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 262.590.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 68.760.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 274.450.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Total alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Umum sebesar Rp. 21.670.015.230 dengan kegiatan :
a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub
kegiatan :

- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan
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Kejahatan

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 99.989.200 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 150.000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 767.370.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 565.954.800, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 150.000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 60.000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemberdayaan  Perlindungan = Masyarakat dalam  Rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 774.999.800 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 869.643.500, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 17.332.778.799 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 17.804.635.750,
dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD).

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan
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Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 893.878.800 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 997.890.800, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 253.500.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan

sub kegiatan:

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 125.000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 125.000.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 100.000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 59.820.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 125.628.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 60.0000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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- Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak
Peraturan Daerah
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 96.040.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 100.000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan sub
kegiatan :
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 50.000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pembentukan Sekretariat PPNS
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 50.000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 39.768.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 50.000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan
Penyelamatan Non Kebakaran
Total alokasi anggaran untuk Program Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp.
2.748.470.000 dengan kegiatan :
a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dengan sub
kegiatan :
- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan
Kebakaran
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 648.470.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 200.000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
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Provinsi dan Kabupaten/Kota

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 2.050.000.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 2.050.000.000,
dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD).

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 dan
prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 250.000.000, dengan
sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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TABEL TC-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Urusan/ Bidang Rencana Tahun 2025 Perkiraan Tahun Maju Tahun 2026
Urusan Catatan
Kode Pemerintahan Daerah Penting
Dan Program/
Kegiatan I:rc;gram I.: . K Kaalat: Stb Hasil Kegiatan Leleeli @ Target Capaian Kinerja Ragulindikatt Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kegiatan (Rp.)

Keluaran
Program Sub
Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG

KETENTERAMAN

DAN KETERTIBAN 40.271.685.269 35.438.465.850
UMUM SERTA

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT
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Perencanaan,
Penganggaran dan

Persentase
Pemenuhan

1.01 Evaluasi Kinerja dokur:en Kinerja Rp38.799.000 23.999.900
Perangkat Daerah yang disusun
sesuai ketentuan
Menigkatnya
Penyusunan Dokumen Jumiah Dokumen Lapo?an dgn PENDAPATAN Indeks
1.01 Perencanaan Perencanaan Dok Kinerij Kota Banijarb: o o ASLI Kepuasan
Perangkat okumen Kinerja ota Banjarbaru 100% 5 Dokumen 100% Rp24.334.500 terhadap 100% 14.000.000
Perangkat Daerah Sesuai DAERAH
Daerah Ketent (PAD) Layanan
etentuan Kesekretariatan
Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan .
Koordinasi dan Laporan Hasil Te';koordmasmya PENDAPATAN Kg;iea?an
1.01 Penyusunan Dokumen inasi enyusunan i ASLI
RKAy»SKPD ggz;ril;w::;n Dokumen RKA Kota Banjarbaru 100% 1 Dokumen 100% Rp14.464.500 DAERAH terhadap 100% 9.999.900
Dokumen RKA- SKPD (PAD) Layanan
SKPD Kesekretariatan
Persentase
Administrasi Penyerapan
1.02 Keuangan Perangkat Anggaran Satpol
Daerah e Rp14.795.951.470 9.147.900.000
Prov. Kalsel

81




Indeks
Jumlah Orang Lancarnya Kepuasan
Penyediaan Gaiji dan yang Menerima Pelayanan . o, 144 o PENDAPATAN o
1.02 Tunjangan ASN Gaiji dan Administrasi KotaBanjarbaru | 100% | o\ opyan | 100% Rp14.609.351.470 ASLI ‘f;h:g:s 100% 8.970.900.000
Tunjangan ASN Perkantoran DAERAH Kesek)r/etariatan
(PAD) & DANA
ALOKASI
UMUM (DAU)
: Jumlah Dokumen Indeks
pomeaan Ha Peryedan | Loy - PENDATAN
L f . o o o
1.02 Pelaksanaan Tugas Administrasi Administrasi Kota Banjarbaru 100% Dokumen 100% Rp186.600.000 DAERAH terhadap 100% 177.000.000
ASN Pelaksanaan Perkantoran (PAD) Layanan
Tugas ASN Kesekretariatan
Administrasi :::::: st :‘s:n
1.05 Kepegawaian Administrasi Rp156.380.000 156.380.000
Perangkat Daerah .
yang terlayani
Jumlah Paket Lancarnya PENDAPATAN Indeks
Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas Pela angn ASLI Kepuasan
1.05 Dinas Beserta Atribut . Y . Kota Banjarbaru 100% 1 Paket 100% Rp156.380.000 terhadap 100% 156.380.000
Beserta Atribut Administrasi DAERAH
Kelengkapannya Kelengkapan Perkantoran (PAD) Layanan
Kesekretariatan
Persentase
Administrasi Umum sarpras dan
(L0C Perangkat Daerah Administrasi RS2 50000 zeseo00
yang terlayani
Jumlah Paket Indeks
Penyediaan Peralatan Peralatan dan I';ZT:aar:gi PEN?:;BATAN Kepuasan
1.06 dan Perlengkapan Perlengkapan Admillwlistrasi Kota Banjarbaru 100% 12 Paket 100% Rp56.202.000 DAERAH terhadap 100% 48.000.000
Kantor Kantor yang Layanan
Disediakan Perkantoran (PAD) Kesekretariatan
Jumlah Paket Indeks
Penyediaan Barang Barang Cetakan tz‘?:a;:gi PEN[:Q?TAN Kepuasan
1.06 Cetakan dan dan Admir{istrasi Kota Banjarbaru 100% 12 Paket 100% Rp36.430.000 DAERAH terhadap 100% 18.697.900
Penggandaan Penggandaan Perkantoran (PAD) Layanan
yang Disediakan Kesekretariatan
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Jumlah Dokumen Indeks
faanfecsan | Lacamre - PENDAZATAN
1.06 6 Bacaan dan Peraturan P "7 . Kota Banjarbaru 100% 100% Rp17.000.000 terhadap 100% 11.000.000
erundang- Administrasi Dokumen DAERAH
Perundang undangan Layanan
Undangan yang Perkantoran (PAD) Kesekretariatan
Disediakan
Jumlah Laporan Indeks
Penyelenggaraan Penyelenggaraan :;ZT:aargﬁ PENEX;T_'IATAN Kepuasan
1.06 9 Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi Admizistrasi Kota Banjarbaru 100% 12 Laporan 100% Rp522.918.000 DAERAH terhadap 100% 699.987.000
Konsultasi SKPD dan Konsultasi Perkantoran (PAD) Layanan
SKPD Kesekretariatan
Pengadaan Barang Persentase
Milik Daerah sarpras dan
1.07 Femimteng Unesm Administrasi Rp268.756.200 743.897.200
Pemerintah Daerah yang terlayani
Jumlah Unit Indeks
Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas I';ZT:aargﬁ PEN?A/;BATAN Kepuasan
1.07 2 Dinas Operasional Operasional atau AYé . Kota Banjarbaru 100% 2 Unit 100% Rp97.509.000 terhadap 100% 572.650.000
atau Lapangan Lapangan yang Administrasi DAERAH Layanan
Disediakan Perkantoran (PAD) Kesekretariatan
Indeks
Jumlah Paket tz‘?:a;:gi PEN[/)\';T_fTAN Kepuasan
1.07 5 Pengadaan Mebel Mebel yang Admir{istrasi Kota Banjarbaru 100% 2 Paket 100% Rp52.447.200 DAERAH terhadap 100% 52.447.200
Disediakan Perkantoran (PAD) Layanan
Kesekretariatan
Jumlah Unit
Pengadaan Sarana gfar:;;g:n Lancarnya PENDAPATAN K«Ieniea?a n
1.07 | 10 | dan Prasarana Gedung Kantor Pelayanan Kota Banjarbaru 100% 13 Unit 100% Rp118.800.000 ASLI teﬁ'\adap 100% 118.800.000
: Gedung Kantor atau atau Bangunan Administrasi A DAERAH Layanan e
Bangunan Lainnya Lainnya yang Perkantoran (PAD) Kesekretariatan
Disediakan
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Penyediaan Jasa

Persentase

1.08 Penunjang Urusan Pt ‘:f". Rp534.480.000 199.311.000
Pemerintahan Daerah strast
yang terlayani
Jumlah Laporan Indeks
. Penyediaan Jasa Lancarnya PENDAPATAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelayanan ASLI Kepuasan
1.08 Peralatan dan Perlengkapan Admizistrasi Kota Banjarbaru 100% 12 Laporan 100% Rp52.000.000 DAERAH terhadap 100% 40.000.000
Perlengkapan Kantor gkap Layanan
Kantor yang Perkantoran (PAD) Kesekretariatan
Disediakan
Jumlah Laporan Indeks
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa tz‘?:a;:gi PEN[:Q?TAN Kepuasan
1.08 Pelayanan Umum Pelayanan Admir)llistrasi Kota Banjarbaru 100% 12 Laporan 100% Rp482.480.000 DAERAH terhadap 100% 159.311.000
Kantor Umum Kantor Layanan
yang Disediakan Perkantoran (PAD) Kesekretariatan
Pemeliharaan Barang Persentase
Milik Daerah sarpras dan
1.09 Penunjang Urusan Administrasi Rp356.654.000 537.040.000
Pemerintahan Daerah yang terlayani
Jumlah
Penyediaan Jasa Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Indeks
Pemeliharaan dan Dinas atau :;ZT:aar:ﬁ PENEX;T_'IATAN Kepuasan
1.09 Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Admizistrasi Kota Banjarbaru 100% 18 Unit 100% Rp287.894.000 DAERAH terhadap 100% 262.590.000
Perorangan Dinas atau Jabatan yang Perkantoran (PAD) Layanan
Kendaraan Dinas Dipelihara dan Kesekretariatan

Jabatan

Dibayarkan
Pajaknya
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1.09

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Jumlah
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak
dan Perizinannya

Jumlah Dokumen

Lancarnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Kota Banjarbaru

100%

3 Unit

100%

Rp68.760.000

PENDAPATAN
ASLI
DAERAH
(PAD)

Indeks
Kepuasan
terhadap
Layanan
Kesekretariatan

100%

274.450.000

Hasil .
N Meningkatnya Semua N
Kerja sama antar Pelaksanaan Tingkat
Lembaga dan Kerja Sama ﬁ::t:rg: Kabug:::ﬂ;KOta’ PENE)AASIEATAN kepatuhan
1.01 6 Kemitraan dalam Antar Lembaga Terﬁ,ada Kecamatan 100% 1 Dokumen 100% Rp99.989.200 DAERAH Terhadap 100% 150.000.000
Teknik Pencegahan dan Kemitraan Produk Hul?um Semua ’ (PAD) Produk Hukum
Kejahatan dalam Teknik Daerah Kelurahan Daerah
Pencegahan
Kejahatan
Pengadaan dan Jumlah Sarana .
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Mzg'ggttz::‘ya PENDAPATAN Tingkat
dan Prasarana Ketenteraman, M:s arkat ASLI kepatuhan
1.01 13 Ketenteraman, Ketertiban Umum Terﬁ, ada Kota Banjarbaru 100% 14 Unit 100% Rp767.370.000 DAERAH Terhadap 100% 565.954.800
Ketertiban Umum dan dan Pelindungan Produk Hul?um (PAD) Produk Hukum
Pelindungan Masyarakat yang Daerah Daerah
Masyarakat Tersedia
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Jumlah Dokumen
Hasil

Koordinasi .
Pelaksanaan Meningkatnya Semua "
Eg:‘ey;'rz’:‘fgsz":: Koordinasi kepatuhan Kabupaten/Kota, PENDAPATAN k;’;?:ﬁ; \
. Penyelenggaraan Masyarkat Semua o, o, ASLI o,
1.01 14 gztﬁ:ét;ann ;Jr:num serta Ketenteraman, Terhadap Kecamatan, 100% 1 Dokumen 100% Rp80.000.000 DAERAH Pr;l'del:EaF('i:l?um 100% 150.000.000
Mas: arakgt Tingkat Ketertiban Umum Produk Hukum Semua (PAD) Daerah
Kabxpalen/Kote? dan Perlindungan Daerah Kelurahan
Masyarakat
Tingkat Provinsi
Jumlah Laporan
. Pemberian Meningkatnya Semua "
::Iglr{ne?‘;anagnkla_%/:rrr‘linak Pelayanan Dasar kepatuhan Kabupaten/Kota, PENDAPATAN k;g?:ﬁ; n
101 | 15 | Penegakkan Peraturan Kepada Warga Masyarkat Semua 100% 1 Laporan 100% Rp80.000.000 ASLI Terhadap 100% 60.000.000
Daerah dan Peraturan Yang Terdampak Terhadap Kecamatan, DAERAH Produk Hukum
Kepala Daerah Penegakan Produk Hukum Semua (PAD) Daerah
P Perda dan Daerah Kelurahan
Perkada
Jumlah Laporan
yang Memuat
Hasil Meningkatnya Semua N
Ez:};gs;ﬂ?ﬁ?n Pemberdayaan kepatuhan Kabupaten/Kota, PENDAPATAN k;g?:ﬁ; n
1.01 | 16 | Masyarakat dalam Perlindungan Masyarkat Semua 100% 1 Laporan 100% Rp774.999.800 ASLI Terhadap 100% 869.643.500
rangka Ketenteraman Masyarakat Terhadap Kecamatan, DAERAH Produk Hukum
dangKetertiban Umum dalam rangka Produk Hukum Semua (PAD) Daerah
Ketenteraman Daerah Kelurahan

dan Ketertiban
Umum
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Jumlah Laporan

Pencegahan Gangguan
Gangguan Ketenteraman,
?elentle)raml?n dan Ketertiban Umum Meningkatnya Semua
etertiban Umum dan Perlindungan Tingkat
melalui Deteksi Dini Masyarakat ﬁ::;:?l?aq Kabug::sS;Kota, PEN[:\';T_fTAN kepa?uhan
ini i i o o o
1.01 17 gir;n(giigair:‘ Ddg]r: I\D/Iiilia(lilglnDCe;eQI;srll Terhadap Kecamatan, 100% 12 Laporan 100% Rp17.332.778.799 DAERAH Pr;rdelma}-(l’;?um 100% 17.804.635.750
Penyuluhan, Dini, Pembinaan Produk Hukum Semua (PAD) Daerah
Pelaksanaan Patroli, dan Penyuluhan, Daerah Kelurahan
Pengamanan, dan Patroli,
Pengawalan Pengamanan
dan Pengawalan
Peningkatan Kapasitas
SDM Satuan Polisi Jumlah Aparatur Meningkatnya Semua Tingkat
Pamongpraja dan Satpol PP yang kepatuhan Kabupaten/Kota, PENDAPATAN keér;?u:an
Satuan Perlindungan mengikuti Masyarkat Semua ASLI
1.01 18 Masyarakat termasuk pelatihan teknis Terhadap Kecamatan, 100% 135 Orang 100% Rp893.878.800 DAERAH Terhadap 100% 997.890.800
dalam Pelaksanaan Satuan Polisi Produk Hukum Semua (PAD) Produk Hukum
Tugas yang bernuansa Pamong Praja Daerah Kelurahan Daerah
Hak Asasi Manusia
Jumlah Laporan
Gangguan
Ketenteraman,
. Ketertiban Umum
gangauan ketentraman dan Perlindungen
dan ketertiban umum Masyarakat Meningkatnya Semua Tingkat
Berdasarkan kepatuhan Kabupaten/Kota, PENDAPATAN ingka
berdasarkan Perda Perda dan Masyarkat Semua ASLI kepatuhan
i 9 1
1.01 19 g::ei?gl;id:ar:elalul Perkada Melalui Terhadap Kecamatan, 100% 12 Laporan 100% Rp100.000.000 DAERAH Pr;—;ljﬂﬁi:l?um 100% 253.500.000
. Penertiban dan Produk Hukum Semua (PAD)
penanganan unjuk P Daerah Kelurah Daerah
rasa dan kerusuhan enanganan aera elurahan
massa Unjuk Rasa dan
Kerusuhan
Massa yang
Dilakukan
Penindakan
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Persentase

masyarakat
Penegakan Peraturan Can a:"aratur
1.02 Daerah Provinsi dan 0 em:h ar?'li B Rp490.860.000 350.628.000
Peraturan Gubernur o
tentang produk
hukum daerah
Jumlah Laporan
Hasil Meningkatnya Semua Tingkat
Pelaksanaan Kepatuhan Kabupaten/Kota PENDAPATAN Kesadaran
Sosialisasi Penegakan Sosialisasi Mapsyarkat Spemua ’ ASLI Masyarakat
o o o
1.02 EZ:::E:: gzzrear::ran :?:ngj?::n Terhadap Kecamatan, 100% 1 Laporan 100% Rp150.000.000 DAERAH Terhadap 100% 125.000.000
Produk Hukum Semua (PAD) Bahaya
Daerah dan Daerah Kelurahan Kebakaran
Peraturan
Gubernur
Jumlah Laporan
Hasil
Pelaksanaan
pengawasan Meningkatnya Semua Tingkat
Pengawasan atas yang dilakukan kepatuhan Kabupaten/Kota, PENDAPATAN Kesadaran
1.02 EZET::::aEemadap atas Kepatuhan Masyarkat Semua 100% 4 Laporan 100% Rp125.000.000 ASLI Masyarakat 100% 100.000.000
. terhadap Terhadap Kecamatan, ° P ° p1=>.000! DAERAH Terhadap ° heae
Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur Pelaksanaan Produk Hukum Semua (PAD) Bahaya
Peraturan Daerah Kelurahan Kebakaran
Daerah dan
Peraturan
Gubernur
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Jumlah Laporan
Hasil

Pelaksanaan Meningkatnya Semua Tingkat
Penanganan atas Penanganan atas kepatuhan Kabupaten/Kota, PENDAPATAN Kesadaran
Pelanggaran Pelanggaran Masyarkat Semua o o ASLI Masyarakat o
1.02 Peraturan Daerah dan Peraturan Terhadap Kecamatan, 100% 4 Laporan 100% Rp39.820.000 DAERAH Terhadap 100% 125.628.000
Peraturan Gubernur Daerah dan Produk Hukum Semua (PAD) Bahaya
Peraturan Daerah Kelurahan Kebakaran
Gubernur Sesuai
SOP
Jumlah Dokumen
SOP Penegakan
Peraturan Meningkatnya Semua Tingkat
Penyusunan SOP Daerah dan kepatuhan Kabupaten/Kota, PENDAPATAN Kesadaran
Penegakan Peraturan Peraturan Masyarkat Semua o o, ASLI Masyarakat o,
1.02 Daerah dan Peraturan Gubernur Terhadap Kecamatan, 100% 1 Dokumen 100% Rp60.000.000 DAERAH Terhadap 100% 60.000.000
Gubernur Produk Hukum Semua (PAD) Bahaya
Daerah Kelurahan Kebakaran
Meningkatnya Semua Tingkat
Pem_bf_arkase_zn Jumiah Dokumen kepatuhan Kabupaten/Kota, PENDAPATAN Kesadaran
Administrasi Pemberkasan Masyarkat Semua ASLI Masyarakat
1.02 Penyidikan oleh PPNS Hasil Penyidikan TerIXadap Kecamatan 100% 1 Dokumen 100% Rp96.040.000 DAERAH Terﬁadap 100% 100.000.000
Bzgfgﬁk Peraturan g‘:fd:e'anggara" Produk Hukum Semua (PAD) Bahaya
Daerah Kelurahan Kebakaran
Persentase
n q aparatur yang
Pembmgan Per)yl e
1.03 Pegawai Negeri | (EE Rp119.768.000 150.000.000
(PPNS) Provinsi g
peraturan
trantibum

&9




Jumlah Laporan
Hasil
Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas : X
Pejabat PPNS Meningkatnya Tingkat
kepatuhan PENDAPATAN Kesadaran
Pengembangan dalam Masyarkat ASLI Masyarakat
1.03 Kapasitas dan Karier Mendukung Terhada Kota Banjarbaru 100% 1 Laporan 100% Rp50.000.000 DAERAH Terhada 100% 50.000.000
PPNS Penyelenggaraan | o CLHCER (PAD) Bahaya,
Ketertiban Umum V:
dan Daerah Kebakaran
Ketenteraman
Masyarakat serta
Penegakan
Perda
Meningkatnya Semua Tingkat
ﬁ::)aatlla(g;:g::as;n kepatuhan Kabupaten/Kota, PENDAPATAN Kesadaran
Pembentukan Masyarkat Semua o o, ASLI Masyarakat o
1.03 Sekretariat PPNS tPe;r:‘?l;]gntukan Terhadap Kecamatan, 100% 1 Dokumen 100% Rp30.000.000 DAERAH Terhadap 100% 50.000.000
Sekretariat PPNS Produk Hukum Semua (PAD) Bahaya
Daerah Kelurahan Kebakaran
Meningkatnya Semua Tingkat
Jumlah Laporan kepatuhan Kabupaten/Kota, PENDAPATAN Kesadaran
Dukungan Operasional e Masyarkat Semua ASLI Masyarakat
1.03 Sekretariat PPNS g:::ialt(a”:i:?:’PNs Terhadap Kecamatan, 100% 1 Laporan 100% Rp39.768.000 DAERAH Terhadap 100% 50.000.000
Produk Hukum Semua (PAD) Bahaya
Daerah Kelurahan Kebakaran

Tingkat
Kesadaran
Masyarakat
Terhadap
Bahaya
Kebakaran dan
Non Kebakaran
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Persentase
Responsibilitas

Penyelenggaraan Aparatiy
V! Satlinmas dan
1.01 Pemetaan Rawan Benler Rp2.748.470.000 2.500.000.000
Bencana Kebakaran Kab/Kota yang
Sigap dan
Terampil
Jumlah Dokumen . .
Informasi Daerah Mzglsr;gdk:::a Semua K;g%ﬁ?tan
Penyediaan Informasi (Kabupaten/Kota) masyarakat Kabupaten/Kota, PENDAPATAN Masyarakat
Daerah Rawan Rawan Semua o, o, ASLI o
1.01 22 Kebakaran dan Peta Kebakaran dan T;:;‘aa(;;p Kecamatan, 100% 1 Dokumen 100% Rp648.470.000 DAERAH Tg;r;]aa(:,aap 100% 200.000.000
Rawan Kebakaran Ei;s:r::r;/ang Kebakaran dan Kilir;::m (PAD) Kebakaran dan
Sah dan Legal Non Kebakaran Non Kebakaran
Jumlah Laporan . y
Pembinaan Aparatur Hasil Pembinaan Mzglsnagdk:rtan!a Semua K;—;I;%I:tan
Pemadam Kebakaran ngr::;fm masyarakat Kabug:rt:lz\;Kota, PEN?A/;BATAN Masyarakat
9 1 o
1.01 23 ge:gvli'-:‘i?)[/jealsmatan Kebakaran dan Tg;l?‘zrilzp Kecamatan, 100% 1 Laporan 100% Rp2.050.000.000 DAERAH TBe;r;]Z:,aap 100% 2.050.000.000
Kabupaten/Kota Efg‘%ﬁ:rg::‘an Kebakaran dan K:E’;lgn (PAD) Kebakaran dan
Non Kebakaran Non Kebakaran
Kabupaten/Kota
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Jumlah Sarana
dan Prasarana
yang Tersedia

Meningkatnya Tingkat
Pengadaan Sarana
dan Prasarana gntuk Kesadaran PENDAPATAN Kesadaran
Pencegahan encegahan dan masyarakat . ) ASLI Masyarakat
1.01 27 Penanggular;gan Penanggulangan Terhadap Kota Banjarbaru 100% 10 Unit 100% Rp50.000.000 DAERAH Terhadap 100% 250.000.000
Kebakaran dan Alat Kebaka(an, serta Bahaya (PAD) Bahaya
Pelindung Diri Alat Pelindung Kebakaran dan Kebakaran dan
diri sesuai Non Kebakaran Non Kebakaran
Standar Teknis
Terkait
TOTAL ANGGARAN 35.438.465.850

Rp40.271.685.269
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BAB 1V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
A. Program dan Kegiatan
Program adalah bentuk kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah.Kegiatan adalah bagian dari program, dilaksanakan oleh satu
atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),barang
modal termasuk peralatan dan teknologi,dana atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Rumusan program dan kegiatan tahun 2025 Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan
terdiri dari 3 (tiga) program urusan wajib kegiatan SKPD dan 1 (satut)
program prioritas fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan sub
kegiatannya .
Program Penunjang Urusan Pemerinrahan Daerah kegiatan antara
lain:
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
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3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Pengadaan Mebel

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1.

Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pemberdayaan  Perlindungan = Masyarakat  dalam  rangka

Ketenteraman dan Ketertiban Umum
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6.

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang
bernuansa Hak Asasi Manusia

Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum
berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan

unjuk rasa dan kerusuhan massa

2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

l.
2.

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan

Daerah dan PeraturanGubernur

. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan

Gubernur

. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Gubernur

. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak

Peraturan Daerah

3. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

l.
2.
3.

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
Pembentukan Sekretariat PPNS
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATANKEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

1.

Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan
Kebakaran

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi danKabupaten/Kota

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan
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Kebakaran danAlat Pelindung Diri
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Tolok Ukur

Target

Pagu Indikatif (Rp.)

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

35.863.465.850

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

35.863.465.850

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Indeks Kepuasan
terhadap Layanan

Kesekretariatan

12.011.213.000

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Pemenuhan
dokumen Kinerja yang

disusun sesuai ketentuan

23.999.900

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Menigkatnya Laporan
dan Dokumen Kinerja

Sesuai Ketentuan

Indeks Kepuasan
terhadap Layanan

Kesekretariatan

100%

14.000.000
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Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan

Terkoordinasinya

Indeks Kepuasan

1.01 SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen terhadap Layanan 100% 9.999.900
RKA-SKPD RKA SKPD Kesekretariatan
Persentase Penyerapan
1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran Satpol PP dan 9.147.900.000
Damkar Prov. Kalsel
. . Indeks Kepuasan
i . . Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Lancarnya Pelayanan
1.02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN . . . terhadap Layanan 100% 8.970.900.000
Tunjangan ASN Administrasi Perkantoran i
Kesekretariatan
Indeks Kepuasan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Lancarnya Pelayanan
1.02 terhadap Layanan 100% 177.000.000
ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Perkantoran
Kesekretariatan
Persentase sarpras dan
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.05 o B Administrasi yang 216.380.000
aeral
terlayani
. . . . i . Indeks Kepuasan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Lancarnya Pelayanan
1.05 terhadap Layanan 100% 156.380.000
Kelengkapannya Kelengkapan Administrasi Perkantoran .
Kesekretariatan
. X . Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Indeks Kepuasan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Lancarnya Pelayanan
1.05 . Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan . . terhadap Layanan 100% 60.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Perkantoran
Pelatihan Kesekretariatan
Persentase sarpras dan
1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi yang 1.142.684.900
terlayani
. Indeks Kepuasan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Lancarnya Pelayanan
1.06 o . . terhadap Layanan 100% 48.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan Administrasi Perkantoran .
Kesekretariatan
Indeks Kepuasan
. . Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Lancarnya Pelayanan
1.06 Penyediaan Bahan Logistik Kantor terhadap Layanan 100% 365.000.000
Disediakan Administrasi Perkantoran .
Kesekretariatan
. Indeks Kepuasan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Lancarnya Pelayanan
1.06 o . . terhadap Layanan 100% 18.697.900
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Administrasi Perkantoran i
Kesekretariatan
i Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Indeks Kepuasan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Lancarnya Pelayanan
1.06 Peraturan Perundang-Undangan yang o . terhadap Layanan 100% 11.000.000
Perundang undangan Administrasi Perkantoran
Disediakan Kesekretariatan
L Indeks Kepuasan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Lancarnya Pelayanan
1.06 terhadap Layanan 100% 699.987.000

Konsultasi SKPD

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Administrasi Perkantoran

Kesekretariatan
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Pengadaan Barang Milik Daerah

Persentase sarpras dan

1.07 Administrasi yang 743.897.200
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
terlayani
. . . . . Indeks Kepuasan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Lancarnya Pelayanan
1.07 2 o o . terhadap Layanan 100% 572.650.000
atau Lapangan atau Lapangan yang Disediakan Administrasi Perkantoran
Kesekretariatan
Indeks Kepuasan
Lancarnya Pelayanan
1.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan terhadap Layanan 100% 52.447.200
Administrasi Perkantoran i
Kesekretariatan
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Indeks Kepuasan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung X Lancarnya Pelayanan
1.07 10 . Kantor atau Bangunan Lainnya yang . . terhadap Layanan 100% 118.800.000
Kantor atau Bangunan Lainnya Administrasi Perkantoran
Disediakan Kesekretariatan
Persentase sarpras dan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.08 Administrasi yang 199.311.000
Pemerintahan Daerah
terlayani
i . Indeks Kepuasan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Lancarnya Pelayanan
1.08 3 o o . terhadap Layanan 100% 40.000.000
Kantor dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Administrasi Perkantoran .
Kesekretariatan
. Indeks Kepuasan
i Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Lancarnya Pelayanan
1.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lo . X terhadap Layanan 100% 159.311.000
Umum Kantor yang Disediakan Administrasi Perkantoran i
Kesekretariatan
Persentase sarpras dan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.09 Administrasi yang 537.040.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
terlayani
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya ]
. . Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Indeks Kepuasan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan . Lo Lancarnya Pelayanan
1.09 1 i . Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara o . terhadap Layanan 100% 262.590.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas X X Administrasi Perkantoran .
dan Dibayarkan Pajaknya Kesekretariatan
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Indeks Kepuasan
. X . o . Lancarnya Pelayanan
1.09 2 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan terhadap Layanan 100% 274.450.000
. . X . Administrasi Perkantoran .
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinannya Kesekretariatan
PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya kepatuhan
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN Masyarkat Terhadap 21.352.252.850
UMUM Produk Hukum Daerah
P Gangguan K -aman dan Persentase
Ketertiban Umum Lintas Daerah permasalahan trantibum
1.01 20.851.624.850

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi

yagng berhasil ditindak

lanjuti
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Meningkatnya

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Tingkat kepatuhan
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan kepatuhan Masyarkat
1.01 6 Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Terhadap Produk Hukum 100% 150.000.000
dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Terhadap Produk
Teknik Pencegahan Kejahatan Daerah
Hukum Daerah
X . Meningkatnya
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Tingkat kepatuhan
. X . kepatuhan Masyarkat
1.01 13 Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum Ketertiban Umum dan Pelindungan Terhadap Produk Hukum Terhadan Produk 100% 565.954.800
erhadap Produl
dan Pelindungan Masyarakat Masyarakat yang Tersedia Daerah P
Hukum Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Meningkatnya
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Tingkat kepatuhan
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, kepatuhan Masyarkat
1.01 14 | dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Terhadap Produk Hukum 100% 150.000.000
. Ketertiban Umum dan Perlindungan Terhadap Produk
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota X L Daerah
Masyarakat Tingkat Provinsi Hukum Daerah
i . . Meningkatnya
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar | Tingkat kepatuhan
kepatuhan Masyarkat
1.01 15 Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Terhadap Produk Hukum Terhadan Produk 100% 60.000.000
erhadap Produl
Kepala Daerah Perda dan Perkada Daerah P
Hukum Daerah
Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Meningkatnya
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Tingkat kepatuhan
. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat kepatuhan Masyarkat
1.01 16 dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban . Terhadap Produk Hukum 100% 869.643.500
dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Terhadap Produk
Umum Daerah
Umum Hukum Daerah
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, X
Meningkatnya
Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Tingkat kepatuhan
kepatuhan Masyarkat
1.01 17 Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Terhadap Produk Hukum Terhadan Produk 100% 17.804.635.750
erhadap Produl
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Daerah P
Hukum Daerah
Pengawalan Pengamanan dan Pengawalan
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Meningkatnya
. . o Tingkat kepatuhan
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti kepatuhan Masyarkat
1.01 18 Terhadap Produk Hukum 100% 997.890.800
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Terhadap Produk
aeral
Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Hukum Daerah
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman,
Penindakan atas gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan i Meningkatnya
. Tingkat kepatuhan
ketertiban umum berdasarkan Perda dan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada kepatuhan Masyarkat
1.01 19 . i X . . Terhadap Produk Hukum 100% 253.500.000
Perkada melalui penertiban dan penanganan Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Dacrah Terhadap Produk
acral

unjuk rasa dan kerusuhan massa

Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan

Penindakan

Hukum Daerah
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Penegakan Peraturan Daerah Provinsi

Persentase masyarakat

dan aparatur yang

1.02 memahami dan 350.628.000
dan Peraturan Gubernur
mematuhi tentang
produk hukum daerah
Meningkatnya
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tingkat kepatuhan
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan kepatuhan Masyarkat
1.02 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Terhadap Produk Hukum 100% 125.000.000
Peraturan Gubernur Terhadap Produk
Peraturan Gubernur Daerah
Hukum Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan : Meningkatnya
Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap i Tingkat kepatuhan
pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan kepatuhan Masyarkat
1.02 Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Terhadap Produk Hukum 100% 100.000.000
terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Terhadap Produk
Gubernur Daerah
Peraturan Gubernur Hukum Daerah
. . Meningkatnya
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tingkat kepatuhan
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan kepatuhan Masyarkat
1.02 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Terhadap Produk Hukum 100% 125.628.000
Daerah dan Peraturan Gubernur Terhadap Produk
Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP Daerah
Hukum Daerah
Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan i Meningkatnya
Tingkat kepatuhan
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepatuhan Masyarkat
1.02 Terhadap Produk Hukum 100% 60.000.000
Daerah dan Peraturan Gubernur Terhadap Produk
Daerah
Hukum Daerah
. Meningkatnya
Tingkat kepatuhan
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil kepatuhan Masyarkat
1.02 o Terhadap Produk Hukum 100% 100.000.000
PPNS Penegak Peraturan Daerah Penyidikan atas Pelanggaran Perda Dacrah Terhadap Produk
aeral
Hukum Daerah
Persentase aparatur yang
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
1.03 memahami tentang 150.000.000
(PPNS) Provinsi
peraturan trantibum
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
. . . . Meningkatnya
Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Tingkat kepatuhan
i kepatuhan Masyarkat
1.03 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Terhadap Produk Hukum 100% 50.000.000
Terhadap Produk
Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Daerah
Hukum Daerah

Penegakan Perda
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Tingkat kepatuhan

Meningkatnya

Surat Keputusan Kepala Daerah tentang kepatuhan Masyarkat
1.03 3 Pembentukan Sekretariat PPNS Terhadap Produk Hukum 100% 50.000.000
Pembentukan Sekretariat PPNS Terhadap Produk
Daerah
Hukum Daerah
. Meningkatnya
Tingkat kepatuhan
Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat kepatuhan Masyarkat
1.03 5 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Terhadap Produk Hukum 100% 50.000.000
PPNS Terhadap Produk
Daerah
Hukum Daerah
Meningkatnya
PROGRAM PENCEGAHAN,
Kesadaran masyarakat
PENANGGULANGAN,
Terhadap Bahaya 2.500.000.000
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
Kebakaran dan Non
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kebakaran
Persentase
Responsibilitas Aparatur
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan
1.01 Satlinmas dan Damkar 2.500.000.000
Bencana Kebakaran
Kab/Kota yang Sigap dan
Terampil
Meningkatnya
Tingkat Kesadaran
Jumlah Dokumen Informasi Daerah Kesadaran masyarakat
Penyediaan Informasi Daerah Rawan Masyarakat Terhadap
1.01 22 (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Terhadap Bahaya 100% 200.000.000
Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Bahaya Kebakaran dan
Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal Kebakaran dan Non
non kebakaran
Kebakaran
. Meningkatnya
X . . Tingkat Kesadaran
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Kesadaran masyarakat
L Masyarakat Terhadap
1.01 23 dan Penyelamatan Provinsi dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Terhadap Bahaya 100% 2.050.000.000
Bahaya Kebakaran dan
Kabupaten/Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota Kebakaran dan Non
non kebakaran
Kebakaran
Meningkatnya
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia Tingkat Kesadaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesadaran masyarakat
untuk Pencegahan dan Penanggulangan Masyarakat Terhadap
1.01 27 Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Terhadap Bahaya 100% 250.000.000
Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Bahaya Kebakaran dan
Alat Pelindung Diri Kebakaran dan Non
Standar Teknis Terkait non kebakaran
Kebakaran
TOTAL ANGGARAN 35.863.465.850
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BAB YV
PENUTUP

A. Catatan Penting
Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 merupakan
dokumen rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatanyang dilaksanakan selama tahun
2025, fungsi rencana kerja SKPD  menerjemahkan dan
mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD
sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan
program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka
menengah yang tercantum dalam rencana strategis SKPD serta sebagai
proses penyusunan RAPBD.
B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 adalah dokumen
perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program
dan kegiatan berdasarkan rencana strategisSatuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026,
dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerahProvinsi Kalimantan
Selatan.
C. Rencana Tindak Lanjut
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 ini juga
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi
Kalimantan Selatan selama tahun anggaran 2025 dan sebagai pengukur
rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara

tim, individu maupun institusi organisasi dalam satu tahun ke depan.
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Banjarbaru, 27 Juni 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Provinsi Kalimantan Selatan,

Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM
Pembina Utama Madya NIP
19650909 198602 1 005
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LAMPIRAN FORMULIR E.55

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TRIWULAN I
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2024

Target Realisasi Tingkat Tingkat
Indikator Renstra Capaian Capaian Capain
Kinerja Perangkat Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Kinerja Kinerja
Program Daerah Perangkat Target Kinerja dan dan dan Unit
Sas Program / (Outcome) Provinsi Pada Daerah Anggaran Renja Realisasi Capaian Realisasi Realisasi Kinerja dan Realisasi Penan
Kegiatan/ / Kegiatan Tahun 2024 Provinsi Perangkat Daerah Kinerja dan Anggaran Anggaran Anggaran Renstra Anggaran
:ra Sub (Output) Akhir Sampai Provinsi Tahun Renja SKPD 2024 yang Renja Perangkat Daerah Renstra iil::f
Kegiatan / Sub Periode Dengan Berjalan 2024 yang dievaluasi Perangkat Provinsi s/d Tahun 2024 Perangkat b
Kegiatan RenstraPeran Tahun Lalu dievaluasi 1 )t r v Daerah Daerah
(Sub gkat Daerah (2023) Tahun Provinsi s/
Output) 2024 (%) d tahun
2024
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
K R K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2 3 4 P (Ri (Ribu) (Ribu) (Ri [Ri (Ri (Ribu) (%) % (Ribu) (Ri
(Rib bu) bu) bu) bu) ) bu)
u)
X.XX.01 Indeks % 12.538. 27. % 3.268.4 0f % 0 0| % 0 0| % 0 27. % 3.268.4 27. 26 27. % 3.268.4 27 26.
PROGRAM Kepuasan 681.534 07 28.106 07 28.106 07 .0 07 28.106 .0 07
PENUNJAN terhadap 7 7
G URUSAN Layanan
PEMERINT Kesekretaria
AHAN tan
DAERAH
PROVINSI
X.XX.01.1.0 Persentase % 19.297. 35. % 6.128.8 0f % 0 0| % 0 0| % 0 35. % 6.128.8 35. 31 35. % 6.128.8 35 31.
1 Pemenuhan 000 07 00 07 00 07 7 07 00 0 76
Perencanaan dokumen 6 7
N Kinerja yang
Penganggara disusun
n, dan sesuai
Evaluasi ketentuan
Kinerja
Perangkat
Daerah
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X.XX.01.1.0 Jumlah Doku 15.030. 2 Doku 5.458.8 Doku Doku 0 | Doku 2 Doku 5.458.8 40 36 2 Doku 5.458.8 40 36.
1.01 Dokumen men 500 men 00 men men men men 00 3 men 00 32
Penyusunan Perencanaan 2
Dokumen Perangkat
Perencanaan Daerah
Perangkat
Daerah
X.XX.01.1.0 Jumlah Doku 4.266.5 0 Doku 670.00 Doku Doku 0 | Doku 0 Doku 670.00 0 15 0 Doku 670.00 0 15.
1.02 Dokumen men 00 men 0 men men men men 0 7 men 0 7
Koordinasi RKA- SKPD
dan dan Laporan
Penyusunan Hasil
Dokumen Koordinasi
RKA- Penyusunan
SKPD Dokumen
RKA-SKPD
X.XX.01.1.0 Persentase % 10.384. 25 % 2.568.7 % % 0| % 25 % 2.568.7 25 24 25 % 2.568.7 25 24.
2 Penyerapan 483.534 69.132 69.132 7 69.132 74
Administrasi Anggaran 4
Keuangan Satpol PP
Perangkat dan Damkar
Daerah Prov. Kalsel
X.XX.01.1.0 Jumlah Bu 10.221. 3 Bu 2.528.8 Bu Bu 0 Bu 3 Bu 2.528.8 25 24 3 Bu 2.528.8 25 24.
2.01 Orang yang lan 283.534 lan 69.132 lan lan lan lan 69.132 7 lan 69.132 74
Penyediaan Menerima 4
Gaji dan Gaji dan
Tunjangan Tunjangan
ASN ASN
X.XX.01.1.0 Jumlah Doku 163.200 3 Doku 39.900. Doku Doku 0 | Doku 3 Doku 39.900. 25 24 3 Doku 39.900. 25 24.
2.02 Dokumen men .000 men 000 men men men men 000 4 men 000 45
Penyediaan Hasil 5
Administrasi Penyediaan
Pelaksanaan Administrasi
Tugas ASN Pelaksanaan
Tugas ASN
X.XX.01.1.0 Jumlah Pa 156.380 1 Pa 149.68 Pa Pa 0 Pa 1 Pa 149.68 100 95 1 Pa 149.68 10 95.
5.02 Paket ket .000 ket 2.500 ket ket ket ket 2.500 7 ket 2.500 0 72
Pengadaan Pakaian 2
Pakaian Dinas
Dinas Beserta
Beserta Atribut
Atribut Kelengkapan
Kelengkapa
nnya
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X.XX.01.1.0 Jumlah 5 Or 59.285. 0 Or 0 0 Or 0 0 Or 0 0 Or 0 0 Or 0 0 0 0 Or 0 0 0

5.09 Pegawai ang 000 ang ang ang ang ang ang
Pendidikan Berdasarkan
dan Tugas dan
Pelatihan Fungsi yang
Pegawai Mengikuti
Berdasarkan Pendidikan
Tugas dan dan
Fungsi Pelatihan
X.XX.01.1.0 Persentase 1 % 610.500 25 % 127.62 0f % 0 0| % 0 0| % 0 25 % 127.62 2 20 25 % 127.62 25 20.
6 Pemenuhan 0 .000 1.674 1.674 5 9 1.674 9
Administrasi Sarana dan 0
Umum Prasarana
Perangkat yang
Daerah dibutuhkan
Satpol PP &
Damkar
X.XX.01.1.0 Jumlah 1 Pa 56.202. 3 Pa 12.889. 0 Pa 0 0 Pa 0 0 Pa 0 3 Pa 12.889. 2 22 3 Pa 12.889. 25 22.
6.02 Paket 2 ket 000 ket 200 ket ket ket ket 200 5 9 ket 200 93
Penyediaan Peralatan 3
Peralatan dan
dan Perlengkapa
Perlengkapa n Kantor
n Kantor yang
Disediakan
X.XX.01.1.0 Jumlah 1 Pa 21.880. 3 Pa 4.689.5 0 Pa 0 0 Pa 0 0 Pa 0 3 Pa 4.689.5 2 21 3 Pa 4.689.5 25 21.
6.05 Paket 2 ket 000 ket 00 ket ket ket ket 00 5 4 ket 00 43
Penyediaan Barang 3
Barang Cetakan dan

Cetakan dan Penggandaa
Penggandaa n yang

n Disediakan
X.XX.01.1.0 Jumlah 1 Doku 9.500.0 3 Doku 2.370.0 0 | Doku 0 0 | Doku 0 0 | Doku 0 3 Doku 2.370.0 2 24 3 Doku 2.370.0 25 24.
6.06 Dokumen 2 men 00 men 00 men men men men 00 5 9 men 00 95
Penyediaan Bahan 5
Bahan Bacaan dan
Bacaan dan Peraturan
Peraturan Perundang-
Perundang- Undangan
Undangan yang
Disediakan
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X.XX.01.1.0 Jumlah Lapo 522918 3 Lapo 107.67 Lapo Lapo Lapo 3 Lapo 107.67 2 20 3 Lapo 107.67 25 20.
6.09 Laporan ran .000 ran 2974 ran ran ran ran 2974 5 5 ran 2974 59
Penyelengga Penyelengga 9

raan Rapat raan Rapat

Koordinasi Koordinasi

dan dan

Konsultasi Konsultasi

SKPD SKPD

X.XX.01.1.0 Persentase % 723.412 47. % 310.71 % % % 47. % 310.71 47. 42 47. % 310.71 47 42.
7 Pemenuhan .000 55 7.500 55 7.500 55 9 55 7.500 S5 95
Pengadaan Sarana dan 5 5

Barang Prasarana

Milik yang

Daerah dibutuhkan

Penunjang Satpol PP &

Urusan Damkar

Pemerintah

Daerah

X.XX.01.1.0 Jumlah Unit Un 361.622 0 Un 0 Un Un Un 0 Un 0 0 0 0 Un 0 0 0
7.02 Kendaraan it .000 it it it it it it

Pengadaan Dinas

Kendaraan Operasional

Dinas atau

Operasional Lapangan

atau yang

Lapangan Disediakan

X.XX.01.1.0 Jumlah Pa 53.340. 2 Pa 14.240. Pa Pa Pa 2 Pa 14.240. 66. 26 2 Pa 14.240. 66 26.
7.05 Paket Mebel ket 000 ket 000 ket ket ket ket 000 67 7 ket 000 .6 7
Pengadaan yang 7

Mebel Disediakan

X.XX.01.1.0 Jumlah Unit Un 308.450 Un 296.47 Un Un Un Un 296.47 100 96 Un 296.47 10 96.
7.10 Sarana dan it .000 1 it 7.500 it it it 1 it 7.500 .1 1 it 7.500 0 12
Pengadaan Prasarana 2

Sarana dan Gedung

Prasarana Kantor atau

Gedung Bangunan

Kantor atau Lainnya

Bangunan yang

Lainnya Disediakan

X.XX.01.1.0 Persentase % 263.050 26. % 60.508. % % % 26. % 60.508. 26. 23 26. % 60.508. 26 23
8 Pemenuhan .000 29 500 29 500 29 29 500 2
Penyediaan Sarana dan 9

Jasa Prasarana

Penunjang yang
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Urusan dibutuhkan
Pemerintaha Satpol PP &
n Daerah Damkar
X.XX.01.1.0 Jumlah Lapo 39.000. 3 Lapo 12.370. Lapo Lapo Lapo 3 Lapo 12.370. 25 31 3 Lapo 12.370. 25 31.
8.03 Laporan ran 000 ran 000 ran ran ran ran 000 7 ran 000 72
Penyediaan Penyediaan 2
Jasa Jasa
Peralatan Peralatan
dan dan
Perlengkapa Perlengkapa
n Kantor n Kantor
yang
Disediakan
X.XX.01.1.0 Jumlah Lapo 224.050 3 Lapo 48.138. Lapo Lapo Lapo 3 Lapo 48.138. 25 21 3 Lapo 48.138. 25 21.
8.04 Laporan ran .000 ran 500 ran ran ran ran 500 4 ran 500 49
Penyediaan Penyediaan 9
Jasa Jasa
Pelayanan Pelayanan
Umum Umum
Kantor Kantor yang
Disediakan
X.XX.01.1.0 Persentase % 322.274 21. % 45.000. % % % 21. % 45.000. 21. 13 21. % 45.000. 21 13.
9 Pemenuhan .000 46 000 46 000 46 9 46 000 4 96
Pemeliharaa Sarana dan 6 6
n Barang Prasarana
Milik yang
Daerah dibutuhkan
Penunjang Satpol PP &
Urusan Damkar
Pemerintaha
n Daerah
X.XX.01.1.0 Jumlah Un 287.894 4 Un 40.500. Un Un Un 4 Un 40.500. 22. 14 4 Un 40.500. 22 14.
9.01 Kendaraan it .000 it 000 it it it it 000 22 .0 it 000 2 07
Penyediaan Perorangan 7 2
Jasa Dinas atau
Pemeliharaa Kendaraan
n, Biaya Dinas
Pemeliharaa Jabatan yang
n dan Pajak Dipeliharada
Kendaraan n
Perorangan Dibayarkan
Dinas atau Pajaknya
Kendaraan
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Dinas

Jabatan

X.XX.01.1.0 Jumlah Un 34.380. 0 Un 4.500.0 Un Un Un 0 Un 4.500.0 0 13 0 Un 4.500.0 0 13.
9.02 Kendaraan it 000 it 00 it it it it 00 .0 it 00 09
Penyediaan Dinas 9

Jasa Operasional

Pemeliharaa atau

n, Biaya Lapangan

Pemeliharaa yang

n, Pajak dan Dipelihara

Perizinan dan

Kendaraan Dibayarkan

Dinas Pajak dan

Operasional Perizinannya

atau

Lapangan

1.05.02 Meningkatn % 20.616. 25. % 4.971.2 % % % 25. % 4.971.2 25. 24 25. % 4.971.2 25 24.
PROGRAM ya 536.935 54 84.050 54 84.050 54 .1 54 84.050 11
PENINGKA kepatuhan 1 4

TAN Masyarakat

KETENTER Terhadap

AMAN Produk

DAN Hukum

KETERTIB Daerah

AN UMUM

1.05.02.1.01 Persentase % 19.600. 25. % 4.8233 % % % 25. % 4.8233 25. 24 25. % 4.8233 25 24.
Penanganan permasalaha 908.735 87 23.515 87 23.515 87 .6 87 23.515 .8 61
Gangguan n trantibum 1 7
Ketenterama yagng

n dan berhasil

Ketertiban ditindak

Umum lanjuti

Lintas

Daerah

Kabupaten/

Kota dalam

1 (satu)

Daerah

Provinsi
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1.05.02.1.01 Jumlah Doku 341.508 Doku 43.583. Doku Doku Doku Doku 43.583. 0 12 Doku 43.583. 0 12.
.06 Dokumen men .100 men 820 men men men men 820 N men 820 76
Kerja Sama Hasil 6
Antar Pelaksanaan
Lembaga Kerja Sama
dan Antar
Kemitraan Lembaga
dalam dan
Teknik Kemitraan
Pencegahan dalamTeknik
Kejahatan Pencegahan
Kejahatan
1.05.02.1.01 Jumlah Un 927.273 Un 612.46 Un Un Un Un 612.46 25 66 Un 612.46 25 66.
.13 Sarana dan it .000 it 0.000 it it it it 0.000 .0 it 0.000 05
Pengadaan Prasarana 5
dan Ketenterama
Pemeliharaa n, Ketertiban
n Sarana dan Umum dan
Prasarana Pelindungan
Ketenterama Masyarakat
n, Ketertiban yang
Umum dan Tersedia
Pelindungan
Masyarakat
1.05.02.1.01 Jumlah Doku 149.999 Doku 13.714. Doku Doku Doku Doku 13.714. 0 9. Doku 13.714. 0 9.1
.14 Dokumen men .900 men 000 men men men men 000 14 men 000 4
Koordinasi Hasil
Penyelengga Pelaksanaan
raan Koordinasi
Ketenterama Penyelengga
n, Ketertiban raan
Umum dan Ketenterama
Perlindunga n,Ketertiban
n Umum dan
Masyarakat Perlindunga
Tingkat n
Provinsi Masyarakat
Tingkat
Provinsi
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1.05.02.1.01 Jumlah Lapo 60.000. Lapo 0 0 [ Lapo 0 0 | Lapo 0 0 | Lapo Lapo 0 0 0 Lapo 0 0 0
15 Laporan ran 000 ran ran ran ran ran ran
Penyediaan Pemberian
Layanan Pelayanan
Dasar dalam Dasar
rangka Kepada
Dampak Warga Yang
Penegakan Terdampak
Peraturan Penegakan
Daerah dan Perda dan
Peraturan Perkada
Kepala
Daerah
1.05.02.1.01 Jumlah Lapo 1.000.0 Lapo 100.64 0 [ Lapo 0 0 | Lapo 0 0 | Lapo Lapo 100.64 0 10 Lapo 100.64 0 10.
.16 Laporan ran 00.000 ran 9.600 ran ran ran ran 9.600 .0 ran 9.600 06
Pemberdaya yang 6
an Memuat
Perlindunga Hasil
n Pemberdaya
Masyarakat an
dalam Perlindunga
rangka n
Ketenterama Masyarakat
n dan dalamrangka
Ketertiban Ketenterama
Umum ndan

Ketertiban

Umum
1.05.02.1.01 Jumlah Lapo 15.976. Lapo 3.841.9 0 [ Lapo 0 0 | Lapo 0 0 | Lapo Lapo 3.841.9 25 24 Lapo 3.841.9 25 24.
17 Laporan ran 635.750 ran 33.815 ran ran ran ran 33.815 .0 ran 33.815 05
Pencegahan Gangguan 5
Gangguan Ketenterama
Ketenterama n, Ketertiban
n Umum dan
JKetertiban Perlindunga
Umum dan nMasyarakat
Perlindunga Melalui
n Deteksi Dini
Masyarakat dan Cegah
Melalui Dini,
Deteksi Dini Pembinaan
dan Cegah dan
Dini, Penyuluhan,
Pembinaan Patroli,
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dan Pengamanan

Penyuluhan, dan

Pelaksanaan Pengawalan

Patroli,

Pengamanan

, dan

Pengawalan

1.05.02.1.01 Jumlah Or 1.008.1 30 Or 199.63 Or 0 Or 0 Or 30 Or 199.63 22. 19 30 Or 199.63 22 19.
18 Aparatur ang 83.585 ang 6.580 ang ang ang ang 6.580 22 .8 ang 6.580 2 8
Peningkatan Satpol PP 2
Kapasita yang

SDM Satuan mengikuti

Polisi pelatihan

Pamongpraj teknis

amelalui Satuan Polisi

pelatihan Pamong

Teknis Praja

termasuk

dalam

pelaksanaan

tugas yang

bernuansa

Hak Asasi

Manusia

1.05.02.1.01 Jumlah Lapo 137.308 3 Lapo 11.345. Lapo 0 | Lapo 0 | Lapo 3 Lapo 11.345. 25 8. 3 Lapo 11.345. 25 8.2
.19 Laporan ran .400 ran 700 ran ran ran ran 700 26 ran 700 6
Penindakan Gangguan

atas Ketenterama

Gangguan n

Ketenterama , Ketertiban

n, Umum dan

Ketertiban Perlindunga

Umum dan n

Perlindunga Masyarakat

n Berdasarkan

Masyarakat Perda dan

Berdasarkan Perkada

Perda dan Melalui

Perkada Penertiban
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Melalui dan
Penerbitan Penanganan
dan Unjuk Rasa
Penanganan dan
Unjuk Rasa Kerusuhan
dan Massa yang
Kerusuhan Dilakukan
Massa Penindakan
1.05.02.1.02 Persentase % 905.628 21. % 146.81 % % % 21. % 146.81 21. 16 21. % 146.81 21 16.
Penegakan masyarakat .200 04 1.535 04 1.535 04 2 04 1.535 21
Peraturan dan aparatur 1 4
Daerah yang
Provinsi dan memahami
Peraturan dan
Gubernur mematuhi
tentang
produk
hukum
daerah
1.05.02.1.02 Jumlah Lapo 124.999 0 Lapo 600.00 Lapo Lapo Lapo 0 Lapo 600.00 0 0. 0 Lapo 600.00 0 0.4
.01 Laporan ran .900 ran 0 ran ran ran ran 0 48 ran 0 8
Sosialisasi Hasil
Penegakan Pelaksanaan
Peraturan Sosialisasi
Daerah dan Penegakan
Peraturan Peraturan
Gubernur Daerah dan
Peraturan
Gubernur
1.05.02.1.02 Jumlah Lapo 300.000 1 Lapo 60.881. Lapo Lapo Lapo 1 Lapo 60.881. 2 20 1 Lapo 60.881. 25 20.
.02 Laporan ran .000 ran 300 ran ran ran ran 300 5 2 ran 300 29
Pengawasan Hasil 9
atas Pelaksanaan
Kepatuhan pengawasan
Terhadap yang
Pelaksanaan dilakukan
Peraturan atas
Daerah dan Kepatuhan
Peraturan terhadap
Gubernur Pelaksanaan
Peraturan
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Daerah dan

Peraturan
Gubernur
1.05.02.1.02 Jumlah Lapo 385.628 1 Lapo 70.901. Lapo Lapo Lapo 1 Lapo 70.901. 2 18 1 Lapo 70.901. 25 18.
.03 Laporan ran .000 ran 235 ran ran ran ran 235 5 3 ran 235 39
Penanganan Hasil 9
atas Pelaksanaan
Pelanggaran Penanganan
Peraturan atas
Daerah dan Pelanggaran
Peraturan Peraturan
Gubernur Daerah dan
Peraturan
Gubernur
Sesuai SOP
1.05.02.1.02 Jumlah Doku 15.000. 0 Doku 0 Doku Doku Doku 0 Doku 0 0 0 0 Doku 0 0 0
.06 Dokumen men 300 men men men men men men
Penyusunan SOP
sor Penegakan
Penegakan Peraturan
Peraturan Daerah dan
Daerah dan Peraturan
Peraturan Gubernur
Gubernur
1.05.02.1.02 Jumlah Doku 80.000. 0 Doku 14.429. Doku Doku Doku 0 Doku 14.429. 0 18 0 Doku 14.429. 0 18.
.09 Dokumen men 000 men 000 men men men men 000 .0 men 000 04
Pemberkasa Pemberkasa 4
n n Hasil
Administrasi Penyidikan
Penyidikan atas
oleh PPNS Pelanggaran
Penegak Perda
Peraturan
Daerah
1.05.02.1.03 Persentase % 110.000 3.0 % 1.149.0 % % % 3.0 % 1.149.0 3.0 1. 3.0 % 1.149.0 3. 1.0
Pembinaan aparatur .000 4 00 4 00 4 04 4 00 04 4
Penyidik yang
Pegawai memahami
Negeri Sipil tentang
(PPNS) peraturan
Provinsi trantibum
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1.05.02.1.03 Jumlah Lapo 110.000 0 Lapo 1.149.0 Lapo 0 | Lapo 0 | Lapo 0 Lapo 1.149.0 0 1. 0 Lapo 1.149.0 0 1.0
.01 Laporan ran .000 ran 00 ran ran ran ran 00 04 ran 00 4
Pengembang Hasil
an Kapasitas Pelaksanaan
dan Karier Peningkatan
PPNS Kapasitas
Pejabat
PPNS dalam
Mendukung
Penyelengga
raan
Ketertiban
Umum dan
Ketenterama
n
Masyarakat
serta
Penegakan
Perda
1.05.04 Meningkatn % 7.116.4 20. % 1.292.2 % 0| % 0| % 20. % 1.2922 32. 18 20. % 1.292.2 32 18.
PROGRAM ya 66.800 11 61.276 11 61.276 44 1 11 61.276 16
PENCEGA Kesadaran 6 4
HAN, masyarakat
PENANGG Terhadap
ULANGAN, Bahaya
PENYELA Kebakaran
MATAN dan Non
KEBAKAR Kebakaran
AN DAN
PENYELA
MATAN
NON
KEBAKAR
AN
1.05.04.1.01 Persentase % 7.116.4 20. % 1.292.2 % 0| % 0| % 20. % 1.2922 20. 18 20. % 1.292.2 20 18.
Penyelengga Responsibilit 66.800 11 61.276 11 61.276 11 1 11 61.276 1 16
raan as Aparatur 6 1
Pemetaan Satlinmas
Rawan dan Damkar
Bencana Kab/Kota
Kebakaran yang Sigap
dan
Terampil
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1.05.04.1.01 Jumlah Doku 648.470 Doku 38.796. Doku Doku Doku Doku 38.796. 0 5. Doku 38.796. 0 59
22 Dokumen men .000 men 277 men men men men 277 98 men 277 8
Penyediaan Informasi
Informasi Daerah
Daerah (Kabupaten/
Rawan Kota)
Kebakaran Rawan
dan Peta Kebakaran
Rawan dan Peta
Kebakaran Rawan
Kebakaran
yang Sah
dan Legal
1.05.04.1.01 Jumlah Lapo 3.337.9 Lapo 1.055.3 Lapo Lapo Lapo Lapo 1.055.3 0 31 Lapo 1.055.3 0 31.
.23 Laporan ran 96.800 ran 47.999 ran ran ran ran 47.999 .6 ran 47.999 62
Pembinaan Hasil 2
Aparatur Pembinaan
Pemadam Aparatur
Kebakaran Pemadam
dan Kebakaran
Penyelamata dan
n Provinsi Penyelamata
dan n Provinsi
Kabupaten/ dan
Kota Kabupaten/
Kota
1.05.04.1.01 Jumlah Un 3.130.0 Un 198.11 Un Un Un Un 198.11 8.2 6. Un 198.11 8. 63
27 Sarana dan it 00.000 it 7.000 it it it it 7.000 2 33 it 7.000 22 3
Pengadaan Prasarana
Sarana dan yang
Prasarana Tersedia
Pencegahan, untuk
Penanggulan Pencegahan
gan dan
Kebakaran Penanggulan
dan Alat gan
Pelindung Kebakaran,
Diri serta Alat
Pelindung
diri sesuai
Standar
Teknis
Terkait
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) 2.7 14
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4 .6
4
Predikat Kinerja Sub Kegiatan SR S
R
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 20. 18
11 .1
6
Predikat Kinerja Kegiatan SR S
R
Jumlah Anggaran dan Realisasi Seluruh 40.271. 9.531.9 0 0 0 9.531.9 9.531.9
Program 685.269 73.432 73.432 73.432
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. 28. 22
PROGRAM ....) 3507
8
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM...) SR N
R

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat pencapaian kinerja : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -
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